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SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
SULAWESI UTARA

Dengan rasa gembira dan penuh syukur kami menyambut buku hasil
Penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sulawesi
Utara Tahun Anggaran 1979/1980 dengan judul :

" Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 - 1949) Daerah Sulawesi Utara "

Penerbitan naskah ini merupakan-realisasi kebijakan Pembangunan Pendidikan dan
Kébudayaan dalam bidang pengembangan Kebudayaan Nasional, di Sulawesi
Utara sebagai salah satu daerah dari antara sekian daerah yang membentuk
kesatuan Nasional kita dengan kekayaan budayanya yang khas.

Adapun aspek : "Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 - 1949) Daerah
Sulawesi Utara® merupakan bagian warisan budaya daerah di masa silam yang
dapat dikaji nilai dan manfaatnya bagi perkembangan sistem peralatan modern
dewasa ini dalam menunjang program pembangunan secara luas. Sebab itu usaha
penerbitan buku/naskah itu di daerah perlu kita sambut dengan penuh rasa gembira
serta diharapkan dapat dipetik manfaat pengetahuannya secara tepat bagi kelan-
jutan pembangunan bangsa khususnya pembangunan di Sulawesi Utara.

Akhimya kami meyakini kegunaan buku ini sebagai salah satu usaha nyata
dalam memperkaya khasanah kebudayaan Nasional guna menunjang pem-
bangunan bangsa di sektor pendidikan dan Kebudayaan.

Manado, Juli 1991

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Utara

Drs. W.G. Manua
NIP. 130 058 871.




SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan
penelitian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai Nilai Budaya, dalam rangka
menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha-ini masih merupakan awal dan memerlukan penyem-
purnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan
penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang
terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan
yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat
memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan
persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu kegiatan proyek ini.
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KATA PENGANTAR

Naskah berjudul *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Indonesia (1945 - 1949)
Daerah Sulawesi Utara® ini, adalah merupakan hasil pelaksanaan salah satu bagian
tugas dari Proyek Pencatatan dan Dokumentasi Sejarah Daerah Departemen P dan
K 1979/1980. Penyelesaian pekerjaan penyusunan naskah dilakukan oleh satu tim
yang kami ketuai sendiri, dan bertanggung jawab kepada PemimpinProyek di atas.
Para anggota tim kami yakni Drs. Anthon Sigarlaki, Drs. Robert Tandi dan Drs.
Albert E. Rompas.

Karena sifat pekerjaan yang mengharuskan pengumpulan data meliputi
seluruh wilayah administratip Daerah Sulawesi Utara, maka pembagian tugas para
anggota termasuk kami sendiri selaku Ketua Tim tidaklah terhindarlah lagi demi
untuk merampungkan isi naskah ini. Untuk itu maka kami telah menugaskan kepada
setiap anggota tim mengumpulkan data ke keempat daerah yang ditentukan
sebagai sampel yaitu Sangir Talaud, Minahasa, Bolaang Mongondow dan
Gorontalo. Tugas telah dijalankan dengan baik dan selesai pada bulan Oktober
1979.

Oleh karena itu maka dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan
banyak terima kasih kepada para anggota tim kami yang sudah menyelesaikan
tugas pengumpulan data serta penyusunan konsep hasiinya perdaerah. Terima
kasih yang sama juga disampai kan kepada :

1. Pemerintah Daerah se Sulawesi Utara, mulai dari tingkat Propinsi, Kabupatern/-
Kotamadya, Kecamatan sampai ke desa-desa yang ada;

2. Pimpinan dan Staf KANWIL P & K tingkat Propinsi, Kabupaten/Kotamadya dan
Kecamatan di Daerah Sulawesi Utara;

3. Pimpinan dan staf Universitas Sam Ratulangi serta Pimpinan dan staf Fakuitas
Sastra UNSRAT

4. Para informan yang tersebar di kota-kota dan desa-desa dalam wilayah Daerah
Sulawesi Utara, yang nama-namanya terlampir.

5. Sdr. Drs. F.E.W. Parengkuan yang telah membantu pengetikan naskah.

6. Semua pihak yang sudah turut memberikan bantuannya selama tim kami
bertugas.



Hanyalah dengan bamtuan, izin, fasilitas serta kemauan yang baik dari pihak-
pihak yang telah disebutkan diatas, maka dapatlah naskah ini selesai pada
waktunya.

Akhir kata, sambil menaikan puiji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, kami
persembahkan naskah yang sederhana ini kepada sidang pembaca untuk
diterima sebagaimana adanya. Segala teguran dan kritik demi kesempurnaan
isinya sebentar, akan kami terima dengan dada lapang.

MANADO, DESEMBER 1979
KETUA TiM,

DRS. LAURENS TH. MANUS.
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L PENDAHULUAN

Wilayah yang menjadi obyek/lokasi dalam tulisan ini meliputi seluruh daerah
yang sekarang ini dikenal sebagai Propinsi Daerah Tingkat | Sulawesi Utara, yang
dipimpin oleh seorang Gubernur/Kepala Daerah. Sebagai sebuah propinsi maka
Sulawesi Utara terbentuk dari tujuh daerah yang lebih kecil dengan statusnya
masing-masing. Ketujuh daerah itu ialah :

1. Kotamadya Daerah Tingkat || Manado, yang ' menjadi tempat kedudukan Ibukota
Propinsi;

Kotamadya Daerah Tingkat || Gorontalo;

Kabupaten Daerah Tingkat Il Sangir Talaud dengan Ibukota Tahuna;

Kabupaten Daerah Tingkat Il Minahasa dengan Ibukota Tondano;

Kabupaten Daerah Tingkat Il Gorontalo dengan Ibukota Limboto;

Kabupaten Daerah Tingkat || Bolaang Mongondow dengan lbukota Kotamo-
bagu; dan

7. Kota Administratip Bitung.

Kotamadya dipimpin oleh seorang Walikotamadya sedangkan Kabupaten oleh
seorang Bupati/Kepala Daerah. Kota Administratip dipimpin oleh seorang Walikota
Administratip.

Dalam menjalankan tugasnya, Gubernur/Kepala Daerah didampingi oleh
sebuah Dewan yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat | Sulawesi Utara,
dan bersama-sama dewan itu merupakan Pemerintah Daerah. Hal inipun berlaku
untuk daerah tingkat |l kecuali untuk Kota Administratip. Masing-masing pejabat
mulai Gubernur, Waliko ta, Bupati dan Walikota Administratip, memiliki stafnya yang
bekerja demi suksesnya tugas rutin dan tugas pembangunan masing-masing
pejabat itu.

Menilik sejarahnya, daerah ini sebagai suatu kesatuan administratip dimulai
ketika pemerintah kolonial Belanda tahun 1824 membentuk Keresidenan Manado
yang merupakan pecahan dari Keresidenan Ternate. Wilayah Keresidenan Manado
ini meliputi wilayah yang luasnya sama dengan luas wilayah yang sekarang ini
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merupakan Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Sulawesi Tengah, kecuali Sangir
Talaud. Baru setahun kemudian (1825) daerah Sangir Talaud dilepaskan dari
keresidenan Temate dan dimasukkan ke Keresidénan Manado. Hal ini diatur antara
lain dalam Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda tgl. 14-6-1824 Nomor 10
(Staatsblad 1824/28a). Sejak waktu itu maka wilayah Sulawesi Utara/Tengah tidak
lagi di bawah Keresidenan Temate, tetapi langsung di bawah Gubernur Maluku
yang berkedudukan di Ambon (Arsip Nasional, 1971 ; Manus dkk, 1978 ).

Wilayah Sulawesi Utara/Tengah yang tergabung dalam Keresidenan Manado
ini bertahan terus sampai akhir pemerintahan Hindia Belanda 1942, digantikan oleh,
pemerintahan pendudukan Jepang. Dengan menyerahnya. Residen Manado 11
Januari 1942 kepada Jepang, maka praktis seluruh Sulawesi Utara/Tengah berada
di bawah penguasaan tentara pendudukan yang kemudian mendirikan pemerin-
tahan pendudukan. Dalam masa ini, Keresidenan Manado disebut Menado-
Syucosyo, mulai September 1942 disebut Menado-Sibu, dan sejak 1943 disebut
Menado-Syu sampai akhir masa pendudukan Jepang (Manus dkk, 1978; Watuseke,
1968 ; Palit, 1978).

Setelah Jepang menyerah kalah, maka -Belanda kembali dan berhasil
menguasai serta mendirikan kembali Keresidenan Manado. Tahun 1946 terjadi
pemberontakan terhadap Belanda menyebabkan wilayah ini berhasil dibebaskan
selama 24 hari (14 Pebruari - 11 Maret 1946) digabungkan kepada Rl yang ber-
pusat di Yogyakarta. Sesudah itu Belanda kembali berkuasa dan sejak 24
Desember 1946 digabungkan ke dalam NIT. Sampai akhir 1949, pemerintahan
dipegang dan dijalankan oleh seorang Residen. Ketika NIT akhir 1949 membentuk
tiga Komisariat Negara, maka wilayah ini diperintah oleh seorang Komisaris Negara
yang kedudukannya dapat disamakan dengan Gubernur. Wilayah Komisariat
Negara waktu itu disebut Komisariat Negara Sulawesi Utara dan Maluku Utara
dengan Ibukota Manado.

Dengan demikian maka sebuah Komisariat Negara dapat disamakan
statusnya dengan sebuah Propinsi sehingga jabatan Komisaris Negara dapat
disamakan dengan Gubernur. Wilayah Komisariat Negara ini lebih kecil dari
Keresidenan Manado dahulu yang sampai ke Sulawesi Tengah. Walaupun sudah
dikurangi dengan Sulawesi Tengah tetapi ditambahkan dengan daerah Maluku
Utara, sehingga dapat dikatakan meliputi daerah Minahasa, Sangir Talaud, Gabu-
ngan Sulawesi Utara (Gorontalo Bolaang Mongondow dan Buol) serta Maluku
Wara. Setelah terwujudnya RI tahun 1950, Komisariat Negara Sulawesi Utara
Maluku Utara dihapuskan dan dikembalikan ke status Keresidenan Manado seperti
semula (Watuseke, 1968 ).

Perlu ditekankan bahwa daerah Sulawesi Utara tidak dapat dipisahkan dari
Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada tahun
itu tercatat pembentukan Propinsi Sulawesi di mana Sulawesi Utara termasuk di
dalamnya. Sebagai Gubernur yang pertama DR. G.S.S.J. Ratulangi yang ber-
kedudukan di Makasar sebagai Ibukota. Namun karena dihalang-halangi oleh politik
Belanda di bawah H.J. van Mook, maka beliau tidak dapat secara efektip men-
jalankan tugasnya bahkan kemudian ditangkap dan dibuang ke Irian Jaya, setelah



bertugas hanya 9 bulan lamanya (Kempen, 1953 -; Manus dkk, 1978).

" Propinsi Sulawesi sebagai bagian dari Rl nanti diaktipkan lagi mulai 17
Agustus 1950 dengan diangkatnya Acting Gubemnur B.W. Lapian kemudian mulai 1
Juli 1951 di bawah Gubermnur Sudiro. Status Sulawesi sebagai propinsi berakhir
tahun 1960 dengan dibentuknya dua propinsi administratip yaitu Propinsi Sulawesi
Selatan/Tenggara |bukota Makasar dan Propinsi Sulawesi Utara/Tengah Ibukota
Manado. Masing-masing propinsi dipimpin oleh seorang Gubernur. Sebagai
Gubernur Propinsi Sulawesi Utara/Tengah yang pertama ialah A. Baramuli SH yang
diangkat dengan Surat Keputusan Presiden No. 122/M tgl..31-3-1961 mulai 1 juni
1961.

Sesuai UU No. 47/1960 dan Perpres No. 5/1960 maka wilayah Propinsi Sula-
wesi Utara/Tengah meliputi Kotapraja Manado, Kotapraja Gorontalo, Dati Il Sangir
Talaud, Dati Il Minahasa, Dati Il Bolaang Mongondow, Dati Il Gorontalo, Dati Il
Buol/Tolitoli, dati Il Donggala, Dati Il Poso dan Dati Il Luwuk/Banggai. Bila diban-
dingkan maka wilayah ini sama dengan luas wilayah Keresidenan Manado dahulu.

Dalam tahun 1964 terjadi lagi perobahan wilayah di mana Sulawesi Tengah
dilepaskan dari Sulawesi Utara. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Peng-
ganti Undang-undang No. 2/1964. Berdasarkan peraturan itu maka terbentukiah
Daerah Tingkat | Sulawesi Utara dan Daerah Tingkat | Sulawesi Tengah yang
masing-masing dipimpin oleh seorang Gubernur. Wilayah Sulawesi Utara terdiri dari
Kotapraja Manado, Kotapraja Gorontalo, Dati Il Sangir Talaud, Dati |l Minahasa,
Dati Il Bolaang Mongondow dan Dati || Gorontalo.

Dengan berlakunya UU No. 18/1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
Daerah maka sebutan Kotapraja diubah menjadi Kotamadya dan dati Il (Daerah
Tingkat Il) menjadi Kabupaten. Kemudian berdasarkan UU No. 5/1974 maka Pro-
pinsi menjadi Propinsi Daerah Tingkat |, Kotamadya menjadi Kotamadya Daerah
Tingkat Il dan Kabupaten menjadi Kabupaten Daerah Tingkat Il. Sebutan dan status
yang mengikutinya tetap berlaku sampai sekarang ini sebagaimana sudah di-
kemukakan di depan.

Yang menduduki jabatan sebagai Gubernur sejak tahun 1961 ketika berstatus
Propinsi Sulawesi Utara/Tengah yakni. A. Baramuli SH (1 - 6 - 1961 - 15 - 6 - 1962),
F.J. Tumbelaka (15- 6 - 1962 - 19 - 3 - 1965) dan Sunandar Prijosudarmo (pejabat,
19 - 3 - 1965 - 27 - 4 - 1966). Sejak terbentuknya Propinsi Sulawesi Utara, yang
menjadi Gubernur yakni Abdullah Amu (27 - 4 - 1966 - 2 - 3 - 1967, pejabat) H. V.
Worang (2-3-1967-2-3- 1972; pejabat2 - 3 - 1972, 12- 3 - 1973, 12 - 3 1977,
pejabat 12 - 3- 1977 - 21 - 6 1978}, Willy G.A. Lasut, (21 - 6 - 1978 - 20 - 10 - 1979)
dan terakhir Erman Harirustaman, (pejabat sejak 20 - 10 - 1979 - sekarang).

Jumlah penduduk Sulawesi Utara dari hasil sensus penduduk yakni 748.000
(1930), 1.351.534 (1961), 1.717.223 (1971), 1.822.960 (1975) dan 1.932.899
(1976). Pertambahan penduduk rata-rata sejak 1930 - 1961 adalah 2 1/2% dan
dalam periode berikutnya rata-rata 1,8% (sampai 1976). Mengenai jumiah penduduk
menurut golongan agama per daerah, dapat dilihat dalam tabel berikut.



JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA
SE SULAWESI UTARA TAHUN 1975

HINDU/

JUMLA
DAERAH ISLAM KRISTEN KATOLIK BUDHA H
1 2 3 4 5 6

Kodya Manado 46953 98815 29196 6818 181782
Kodya Gorontalo 82525 1846 95 734 85300
Kab. Sangir Talaud 32500 193612 3090 = 229202
Kab. Minahasa 124769 543350 49149 1250 718518
Kab. Bolmong 180807 38403 1829 2776 224815
Kab. Gorontalo 379512 2962 116 753 383343
JUMLAH: 847066 880088 83475 12331 1822960

Sampai tahun 1977, penduduk Sulawesi Utara meningkat jumiah' va menjadi
1.953.824. Persebarannya per daerah yaitu Kotamadya Manado 188.148, Kota-
madya Gorontalo 89.619, Kabupaten Sangir Talaud 243.611, Kabupaten Minahasa
623.991, Kabupaten Bolaang Mongondow 263.871, Kabupaten Gorontalo 472.626.
Untuk Kota Administratip Bitung terdapat jumlah penduduk sebesar 73.018 jiwa.

Luas seluruh daerah Sulawesi Utara adalah 25.786 Km2 yang meliputi 83
Kecamatan dan 1152 desa. Untuk jelasnya, dapat dilihat dalam tabel berikut.

PERINCIAN JUMLAH KECAMATAN, DESA DAN LUASNYA
SE PROPINSI SULAWES! UTARA TAHUN 1977

DAERAH PEN- JUMLAH JUMLAH LUAS /
DUDUK KEC. DESA KM2
1 2 3 4 5
Kodya Manado 188148 3 24 117
Kodya Gorontalo 89619 3 39 66
Kab. S. Talaud 243611 16 21 2273
Kab. Minahasa 623991 27 434 4403
Kab. Bolmong 263871 15 203 7600
Kab. Gorontalo 472626 16 213 11030
Koad. Bitung 73018 3 35 297
JUMLAH 1953824 83 1159 25786

Di daerah Sulawesi Utara, sampai tahun 1976 terdapat sebanyak 1839 buah
SD (Sekolah Dasar) baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh swasta.
Lembaga-lembaga swasta yang mengelola pendidikan masyarakat jumilahnya 11
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buah yaitu : GMIM, RK, Gereja Pantekosta Indoensia, Gereja Protestan Indonesia,
Yayasan Eben Haezer, Yayasan Tabita, Yayasan PIKAT, Yayasan YAPIM, PERSIT
Kartika Candra Kirana, PERTIW Propinsi Sulawesi Utara, Yayasan Al-lkhsan dan
lain-lain. Mengenai jumiah dan status SD tersebyt adalah sebagai berikut.

JUMLAHN DAN STATUS SD SE PROPINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 1976

STATUS SD
DAERAH JUMLAH
NEG. | SUBSIDI | BERBANTUAN| SWASTA
1 . 2 3 4 5 6
Kodya Manado 46 | 51 17 7 121
Kodya Gorontalo 101 ¥ 3 1 105
Kab. Sangir Talaud 67 114 69 - 250
Kab. Minahasa 194 391 9 41 635
Kab. Bolmong 213 2 30 3 248
Kab. Gorontalo 410 1 3 14 : 428
JUMLAH : 1042 593 135 69 1839

Jumlah SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) di daerah Sulawesi Utara
serta jumlah guru dan muridnya adalah sebagai berikut.

JUMLAH DAN JENIS SLTP, GURU DAN MURID
SE PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN 1976

JENIS SEKOLAH JUMLAH GURU MURID
1 2 3 4

SMP 240 2497 44016

SMEP 36 509 6642

SKKP 15 184 1719

ST 10 139 1852

JUMLAH 301 3329 53229

Mengenai jumiah dan jenis SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) serta jumiah
guru dan murid adalah sebagai berikut.



JUMLAH DAN JENIS SLTA, GURU DAN MURID
SE PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN 1976

JENIS SEKOLAH JUMLAH GURU MURID
1 2 3 4

SMA 41 723 11348
SMEA 26 445 6005
SKKA 62 101 828
STM 4 126 1406
SPG 4 175 3026
SGO 3 36 295
JUMLAH 140 1606 22908

Perkembangan dalam bidang ekonomi khususnya sektor pertanian di daerah
Sulawesi Utara adalah sebagai berikut khususnya kopra, cengkih, padi dan jagung.
Hasil kopra pada awal PELITA | adalah 170.387 Ton (1969). Produksi kopra
sesudah itu berturut-turut sampai tahun 1977 adalah : 188.135 Ton, 171.894 Ton,
171.874 Ton, 151.104 Ton, 153.540 Ton, 175.508 Ton, 180.104 Ton dan 181.000
Ton (angka sementara 1977). Hasil produksi cengkih 1969 adalah 2007 Ton, 1970:
2103 Ton, 1971: 2002 Ton, 1973 : 8000 Ton, 1975: 2800 Ton sedangkan untuk
tahun 1979/1980 diperkirakan akan mencapai 20 ribu Ton. Produksi cengkih ini
bersifat musiman sehingga jumlah produksi tidak tetap.

Mengenai luas sawah/ladang dan produksi padi/jagung, dapat disam paikan
bahwa luas sawah tahun 1969:37996 Ha, luas ladang padi 1969 yakni 17238 Ha
dan luas ladang jagung 1969 adalah 59569 Ha. Untuk tahun 1976, perinciannya
adalah sebagai berikut.

LUAS DAN PRODUKSI PADI SAWAH, PADI LADANG DAN JAGUNG
SE PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN 1976 (Ha/Ton)

PADI SAWAH PADI LADANG JAGUN
DAERAH G
LUAS PRODUKSI| LUAS PRODUKSI| LUAS PRODUKSI

1 2 3 4 5 6 7
Kodya Manado 110 232 - - 173 131
Kodya Gorontalo| 1760 9220 - - 4387 362
Kab. S. Talaud - - = - 361 2562
Kab. Minahasa | 32016 128831 19575 19575 | 56969 67997
Kab. Bolmong 19665 73542 9601 9601 16409 22057
Kab. Gorontalo | 19746 86743 | 10020 10020 | 39812 38689
JUMLAH 73297 298568 39196 39196 | 118111 121798




Dalam sektor industri yang lerpenting adalah industri pengolahan kopra
menjadi minyak kelapa. Perusahaan-perusahaan minyak kelapa di Sulawesi Utara
yang terutama adalah : PT. Bimoli (81 ribu Ton/tahun), PT. Inimexintra (72 ribu
Tonftahun), PT Bukit (54 ribu Ton/Tahun), PT KVO (36 ribu Ton/tahun) dan PT
Unicotin Ltd (81 ton tepung kelapa/tahun). Selain itu terdapat beraneka ragam

percetakan/penerbitan, barang-barang kimia dan sebagainya.

A. TUJUAN PENELITIAN

Yang menjadi tujuan dari Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan
Daerah untuk daerah Sulawesi Utara ialah menggali, mengumpuikan, mencatat,
meneliti dan mengolah sumber sejarah yang ada di daerah ini. Kegiatan ini
bermaksud menyusun bahan-bahan sejarah periode 1945-1949 menjadi satu
naskah sejarah tematis yaitu Sejarah Daerah Sulawesi Utara Zaman Revolusi
Kemerdekaan (Revolusi Fisik). Naskah ini kemudian akan melengkapi penyusunan
Sejarah Nasional yang merupakan pencerminan konsep-konsep yang relevan
dengan tujuan dan sasaran Pola Kebijaksanaan Kebudayaan Nasional.

Dalam penyusunan materi sejarah daerah tematis ini hasilnya sedapat
mungkin telah diusahakan disusun menurut petunjuk- petunjuk dalam TOR (term of
reference) yang telah ditetapkan. Namun di balik itu, selalu saja di sana sini ditemui
hal-hal yang datanya tidak tersedia di daerah sehingga usaha pemenuhan sesuai
- TOR dapat bersifat pemaksaan. Oleh karena itu telah diusahakan pemanfaatan
sumber-sumber yang tersedia di daerah Sulawesi Utara sedemikian rupa, sehingga
tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah tercantum dalam TOR dimaksud.

B. MASALAH

Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) merupakan sebagian dari perjuangan
kemerdekaan bangsa Indonesia yang mempunyai nilai kesejarahan yang sangat
penting, karena terjadinya penggalangan kehidupan bangsa dan negara, termasuk
penyusunan negara dan penataan bangsa serta nilai-nilai kebudayaan bangsa
Indonesia, tercermin pada masa ity.

Proses perjuangan kemerdekaan nasional terjadi di seluruh Indonesia,
termasuk di daerah Sulawesi Utara ini, dengan berbagai corak dan ragamnya.
Berdasarkan hal tersebut maka terasa sekali adanya desakan kebutuhan untuk
perlu diadakan inventarisasi dan dokumentasi peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam
bentuk naskah secara lebih luas, mendalam dan terperinci, agar didapatkan suatu
pengertian mendalam mengenai zaman itu, khususnya di daerah Sulawesi Utara.

Apalagi jika diingat bahwa Negara Kesatuan Repbulik Indonesia merupakan
suatu negara kepulauan yang dengan sendirinya memiliki kebhinekaan budaya.
Demikian juga mengenai masalah proses perjuangan kemerdekaan nasional itu
sendiri baik di daerah-daerah lain maupun di daerah Sulawesi Utara. Diharapkan
bahwa dari kebhinekaan kegiatan perjuangan itu, akan dapat dijangkau ketung-
galikaannya.
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C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup inventarisasi dan dokumentasi tematis dari Sejarah Revolusi
Kemerdekaan (Revolusi Fisik) 1945 - 1949 di Daerah Sulawesi Utara ini, disusun
meliputi segi-segi kehidupan tata pemerintahan, kenegaraan, kemasyarakatan,
ekonomi, seni budaya, pendidikan, agama dan kepercayaan, organisasi masya-
rakat, kepemudaan, kewanitaan, pers serta segala bentuk organisasi profesional
lainnya.

Materi pembahasan telah diusahakan agar benar-benar dapat bersifat ke-
daerahan, artinya dengan berpedoman pada fokus regiosentrisme. Untuk itu maka
dianggap bahwa daerah ini térdiri dari empat lingkungan kesejarahan dan kebu-
dayaan yaitu Minahasa, Sangir Talaud, Bolaang Mongondow dan Gorontalo. Kota-
madya Manado dan Kota Administratip Bitung dimasukkan dalam lingkungan kese-
jarahan dan kebudayaan Minahasa demikian pula dengan Kotamadya Gorontalo
yang dimasukkan ke daerah Gorontalo. '

Berdasarkan pembagian di atas, maka telah diusahakan agar bahan-bahan
dan sumber-sumber kesejarahan yang dapat dikumpulkan, diolah dan menjangkau
seluruh wilayah ‘administratip yang ada, dalam hal ini seluruh daerah Sulawesi
Utara.

D. PERTANGGUNGJAWABAN ILMIAH PROSEDUR PENELITIAN.

Penyusunan naskah ini sebenarnya adalah bagian tugas dari Bidang PSK
(Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan) Kantor Wilayah Departemen P dan K
Propinsi Sulawesi Utara. Untuk melaksanakannya maka bidang tersebut meng-
adakan kerjasama derigan Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini dengan
Fakultas Sastra. Dengan demikian maka penyusunan naskah ini dipercayakan
kepada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi Manado. Yang
menjadi Pemimpin Proyek adalah salah seorang staf bidang tersebut yang
membawahi lima Tim yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua Tim.
Lengkapnya kelima tim tersebut menggarap lima aspek yakni aspek sejarah, adat
istiadat, geografi budaya, ceritera rakyat, serta ensiklopedi musik dan tari.

Masing-masing Ketua Tim menandatangi kontrak kerja dengan Pemimpin
Proyek di mana untuk Tim Sejarah ditandatangani Drs. Laurens Th. Manus sebagai
Ketua Tim. Susunan Tim selengkapnya sejak penandatanganan kontrak kerja di-
maksud, adalah sebagai berikut :

1. Drs. Laurens Th. Manus selaku Ketua Tim/Penanggung jawab merangkap
Anggota ;

2. Drs. Anthon Sigariaki sebagai Anggota;

3. Drs. Robert Tandi sebagai Anggota; dan

4. Drs. Albert E. Rompas sebagai Anggota;

Sambil menunggu pencairan biaya tahap pertama, maka Tim telah meng-
adakan kegiatan sehingga berhasil menyusun rencana kerja sebagai berikut :

1. Juli s/d Agustus 1979:
a. Pertemuan, penyelesaian surat-suratan, diskusi;
b. Penentuan sampel, seleksi kepustakaan, surat-surat penugasan;



c. Penyusunan organisasi, pembagian tugas lapangan diskusi pendahuluan
dan penyusunan surat-surat;

d. Persiapan ke lokasi :
2. September 1979;

a Persiapan adminisitrasi dan perlengkapan;

b. Penugasan ke lokasi dan menghubungi pejabat;

c. Observasi dan wawancara serta seleksi kepustakaan setempat;
3. Oktober 1979;

a. Kembali ke Manado

b. Melengkapi wawancara;

c. Klasifikasi data;

d. Pengolahan data dan diskusi/seminar kecil;
4. Nopember dan Desember 1979;

a. Pembagian kerja penulisan naskah per daerah;

b. Penulisan naskah integrasi;

<. Diskusi isi naskah integrasi;

d. Perbaikan, penyusunan dan pengetikan naskah akhir;
5. Januari 1980 :

a. Penjilidan;

b. Penyerahan-kepada Pemimpin Proyek;

c. Persiapan revisi.

Sesuai dengan pembagian atas empat lingkungan kesejarahan dan kebu-

dayaan di atas, maka penugasan keempat anggota tim adalah sebagai berikut :

1. Drs. Laurens Th. Manus untuk Minahasa (termasuk Manado dan Bi tung).

2. Drs. Anthon Sigarlaki untuk Sangir Talaud;

3. Drs. Robert Tandi untuk Gorontalo (termasuk Kotamadyanya); dan

4. Drs. Albert E. Rompas untuk Bolaang Mongondow.

Pembagian lokasi penugasan di atas, tidak menutup kemungkinan saling isi mengisi
sumber data yang diperoleh masing-masing petugas dimaksud.

Mengenai teknik pengumpulan data, maka telah dilakukan observasi dan
wawancara di lokasi masing-masing. Selain itu dilengkapi lagi dengan penelitian
kepustakaan setempat serta langsung mengunjungi obyek kesejarahan yang ada
hubungannya dengan sumber yang diperoleh. Dalam penelitian kepustakaan, selain
dokumen dan buku, tidak ketinggalan pula menggunakan sumber-sumber pers
daerah sejauh mana bahan itu dapat diperoleh. Dalam hal" ditemui sumber yang
saling bertentangan, maka hal itu dibandingkan dan diselaraskan baik dengan
buku-buku/dokumen lain, maupun dibawa dalam diskusi.



Il. KEADAAN DI DAERAH PADA MASA PEMERINTAHAN
PENDUDUKAN JEPANG (1942 - 1945)

A. BIDANG PEMERINTAHAN

Sejalan dengan ofensip militernya dalam perang Dunia |l, maka awal 1942,
tepatnya 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya untuk merebut Kere-
sidenan Manado. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Keresidenan Manado
meliputi wilayah yang sekarang ini telah menjadi Propinsi Sulawesi Utara dan
Propinsi Sulawesi Tengah. Untuk mempertahankan keresidenan ini, pemerintah
kolonial hanya memusatkan kekuatan militer di Minahasa saja. Hal ini telah lebih
dahulu diketahui Jepang yang banyak memiliki mata-mata orang Jepang sebelum
pendaratan dilakukan. Dengan demikian maka sasaran militer Jepang hanyalah di
Minahasa (manus dkk, 1978 )

Pendaratan pasukan Jepang di Minahasa dilakukan pada tiga lokasi yaitu di
Kema, Manado dan Kalawiran. Kema dan Manado terletak di tepi pantai dan
dilakukan oleh puluhan kapal perang dan pengangkut pasukan. Pendaratan di
Kalawiran dilakukan melalui udara yaitu dengan menerjunkan pasukan payung. Baik
pasukan yang didaratkan melalui laut maupun yang diterjunkan dari udara, adalah
bagian dari Kaigun (Angkatan Laut). Pendaratan melalui laut dipimpin oleh Letnan
Kolonel Hashimoto sedangkan melalui udara dipimpin oleh Letnan Kolonel Horiuchi
dibantu Letnan Kolonel Horinte. Dalam satu hari saja, pemusatan pertahanan
Belanda di Kema, Airmadidi, Manado, Tinoor, Kakaskasen dan Kalawiran serta
tempat-tempat lainnya, berhasil dihancurkan Jepang (Marun duh, 1978; Manus dkk,
1978; Palit, 1979; Woror, 1977).

Sebelum pendaratan itu dilakukan, Keresidenan Manado dikepalai oleh
Residen Hirschman. la membawahi beberapa Asisten Residen sedangkan Asisten
Residen membawahi Controleur. Pada masa itu Keresidenan Manado terdiri dari
empat Afdeeling, 10 Onderafdeeling dan lebih dari 20 kerajaan berstatus land-
schap. Sebagian dari keresidenan yang sekarang ini termasuk wilayah Sulawesi
Utara, terdiri dari dua Afdeeling, tiga Onderafdeeling serta 10 kerajaan yang
berstatus landschap (Rhijn, 1941; Manus dkk, 1978) Asisten Residen mengepalai
Onderafdeeling sedangkan Controleur mengepalai Onderafdeeling. Kedua Afdee-
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ling tu yakni Afdeeling Manado dan Afdeeling Gorontalo. Ketiga Onderafdeeling
yakni Onderafdeeling Kepulauan Talaud, Kepulauan Sangir dan Bolaang Mongon-
dow.

Lebih jauh lagi, Afdeeling Manado yang dipimpin oleh Asisten Residen sejak
1911 membawahi kota Manado dan daerah Minahasa serta berkedudukan di
Manado sebagai ibukota dari Afdeeling itu. Afdeeling Gorontalo membawahi kota
Gorontalo dan daerah Gorontalo di mana Asisten Residen berkedudukan di kota
Gorontalo. Onderafdeeling Talaud membawahi seluruh kepulauan Talaud dan
controleur berkedudukan di Beo. Onderafdeeling Sangir membawahi seluruh
kepulauan Sangir dan Controleur berkedudukan di Tahuna. Onderaf deeling
Bolaang Mongondow membawahi wilayah empat kerajaan di sana dan Controleur
berkedudukan di Kotamobagu (Sigarlaki dkk, 1977; Manus dkk, 1978; Parengkuan,
1978).

Dengan berhasilnya Jepang menduduki Minahasa, maka sebagai langkah
pertama yang dilakukan ialah memerintahkan seluruh persohai militer Belanda agar
menyerahkan diri. Kemudian dikeluarkan instruksi agar seluruh pejabat sipil dari
seluruh Keresidenan Manado agar datang melaporkan diri kepada Komandan
Pasukan Pendudukan Letnan Kolonel Horiuchi yang berkedudukan di Langowan
(Minahasa); (Marunduh, 1978; Manus dkk, 1978). Instruksi kepada para pejabat sipil
itu dikeluarkan sekitar akhir Januari 1942.

Sulawesi Utara pada masa itu diduduki oleh pasukan-pasukan Angkatan Laut
(Kaigun) bersama-sama dengan wilayah Indqnesia Timur lainnya. Pusat peme-
rintahan militer. Pusat pemerintahan militer Jepang untuk Indonesia Timur berkedu-
dukan di Makasar (sekarang Ujung Pandang). Organisasi pemerintahannya untuk
Indonesia Timur disebut Minseifu yang dipimpin oleh pejabat yang disebut Sokan.
Minseifu Indonesia Timur ini membawahi tiga wilayah yang lebih kecil yang disebut
Minsei, yaitu Minsey Kalimantan, Minsei Sulawesi dan Minsei Seram (Sihombing,
1962; Manus dkk, 1978). Sulawesi Utara dengan sendirinya termasuk dalam Minsei
Sulawesi.

Keresidenan Manado diganti dengan istilah Jepang hingga namanya ialah
Menado Syu. Kepala pemerintahan Menado syu mula-mula disebut Menado
Syucosyoco. Mulai September 1942 disebut Menado Sibuco tapi sejak 1943 sampai
berakhirnya masa pendudukan Jepang, disebut Menado Syuciji Kantor pusat
pemerintahan Menado Syu disebut Minseibu (Manus dkk 1978; Palit, 1978;
Watuseke, 1968).

Mengenai susunan tata pemerintahan daerah, tidak diadakan perobahan yang
berarti dengan pengertian bahwa hanya istilah jabatan Belanda diganti dengan
istilah Jepang. Dengan demikian maka susunan pemerintahan masa itu lengkapnya
adalah sebagai berikut (Marunduh, 1978; Manus dkk, 1 978).

1. Keresidenan Manado disebut Menado Syu, kepalanya disebul Menado
Syucosyoco, kemudian Menado Sibuco akhirnya disebut Menado Syu ciji;

2. Afdeeling disebut Ken dan kepalanya disebut Kenkanrikan

4. Kerajaan disebut Su dan raja disebut Suco,

5. Distrik disebut Gun dan kepalanya disebut Gunco;
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6. Cnderdistrik disebut Fukugun dan kepalanya Fukugunco;

7. Desa disebut Son dan kepala desa disebut Sonco.

Dapat ditambahkan bahwa di Minahasa, wilayah administratip desa masih dibagi
lagi atas beberapa bagian yang lebih kecil yang disebut "Jaga" dikepalai aleh
*Kepala Jaga'. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Jaga dibantu oleh pamong
desa yang disebut "Meweteng." Masa Jepang, Kepala Jaga disebut Kuco dan
meweteng disebut Kumico.

Dengan !ari atau ditangkapnya para pejabat Belanda maka akibatnya banyak
jabatan sipil yang lowong. Lowongan jabatan itu kemudian diisi oleh orang-orang.
Jepang dan banyak pula yang diisi oleh pejabat-pejabat pribumi. Para pejabat
pribumi yang datang melaporkan diri ke Langowan diperintahkan oleh Komandan
Tentara Pendudukan Letnan Kolonel Horiuchi agar kembali ke posnya dan bertugas
seperli biasa sampai ada ketentuan lebih lanjut. Mulai bulan Mei 1942
ditetapkanlah para pejabat sipil mulai tingkat Kepala Distrik ke atas lengkap dengan
istilah jabatan Jepang di atas (Sigarlaki dkk 1977). Namun dalam banyak hal,
mereka harus selalu menaati-petunjuk atau perintah yang dikeluarkan oleh para
komandan militer yang mendampinginya.

Sejak waktu itu maka Minahasa Ken (Afdeeling Minahasa) adalah terdiri dari
enam Gun (Distrik) yakni Manado, Tonsea, Toulour, Kawangkoan, Amurang dan
Ratahan. Kemudian dibentuk Langowan Gun yang merupakan pecahan dari
sebagian Toulour Gun dan Kawangkoan Gun. Bulan Mei 1942, dibentuk lagi sebuah
Gun baru yakni Tomohon Gun yang merupakan pecahan dari Manado Gun (Sigar-
laki dkk, 1977). Jadi sampai pada akhir masa pendudukan Jepang, Minahasa Ken
terdiri atas delapan Gun yakni Manado, Tonsea, Tondano, Tomohon, Kawangkoan,
Lnagowan, Amurang dan Ratahan.

Para Gunco (Kepala Distrik) yang diketahui antara lain Tomohon Gunco
R.C.K. Lasut, Langowan Gunco Mogot, Amurang Gunco Dotulong. Dalam bulan Mei
1942 diangkatiah A.B.H. Waworuntu sebagai Manado Sico (Walikota Manado)
sedangkan dr. A.B. Andu sebagai Minahasa Hyogikai Gico (Ketua Dewan Mina-
hasa). Setelah Jepang mendatangkan para pegawai sipil sendiri, maka jabatan
Walikota dan Ketua Dewan diambil alih oleh orang-orang Jepang sehingga A.B.H.
Waroruntu diturunkan jabatannya menjadi Manado Huku Gico (Wakil Walikota)
sedangkan dr. AB. Andu menjadi Minahasa Huku Gico (Wakil Ketua Dewan
Minahasa). (Palit, 1978; Taulu, 1950).

Setelah Letnan Kolonel Horiuchi mengakhiri masa tugasnya sebagai
Komandan Tentara Pendudukan bekas Keresidenan Manado, maka ia diganti oleh
Letnan Kolonel Hashimoto selaku Kepala Pemerintahan Militer (Menado
Syucosyoco). September 1942 Hashimoto diganti oleh Panglima Yunomura selaku
Menado Sibuco dan akhirnya dipegang oleh Laksamana Muda K. Hamanaka selaku
Menado Syiciji sampai penyerahan kepada Sekutu (Palit, 1978; Wowor, 1977;
Watuseke, 1968; Taulu, 1950).

Di daerah Sangir Talaud, sebelum kedatangan tentara Jepang telah dibentuk
sebuah badan yang disebut *Komite Nasional" pada kira-kira bulan Maret 1942.
Sangat menyesal bahwa susunan pengurus (pimpinan) badan ini tak diketahui lagi,
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selain beberapa orang yang pemah menjadi pimpinan ataupun anggotanya sepert
antara lain; Eddy Sanger, Anton Liotohe, Nolus Liotohe, Willem Aer, Maniku dan
lain-lain (Makahanap, wawancara 18-9-1979).

Sebelumnya yaitu pada tanggal 11 Desember 1941 di Siau juga telah didirikan
sebuah badan yang disebut Komite Nasional Siau (KNS) dengan pimpinan sebagai
berikut :

Ketua : W.A. Kansil

Wakil Ketua : M. Hermanses

Panitera | : H. B. Elias

Panitera |l : C. Ponto

Anggota : J. Mangary, P. Bogar, H. Bawana.

Maksud Komite ini adalah :

a melikwidasikan semua kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Sangir Talaud
serta menangkap semua orang Belanda dan menyerahkannya kepada Jepang.

b. membentuk pemerintah darurat dan menjaga semua inventaris dari pemerintah
lama; :

c. menjemput Jepang dan merundingkan persoalan kemerdekaan Indonesia se-
lanjutnya, sesuai.dengan keinginan kaum pergerakan semua (Elias, 1973).

Badan inilah yang dapat dikatakan telah mempersiapkan dan menyambut
kedatangan Jepang di daerah Sangir Talaud dengan menangkap pembesar- pem-
besar pemerintah Hindia Belanda di sana termasuk kepala pemerintahannya yaitu
Controleur Krams. Juga pejabat-pejabat kulit putih penting lainnya seperti Direktur
HIS, bebera pa orang pendeta, semua dengan isterinya masing-masing, serta dr. G.
Czesco. Mula-mula mereka ditampung di Asrama HIS di Tahuna. Kemudian bulan
April 1942 bersama dengan beberapa anggota pemerintahan pribumi lainnya yang
masih setia kepada Belanda, mereka diangkut dengan kapal motor ke Manado
untuk diserahkan kepada Jepang, yang telah mendarat di sana sejak 11 Januari
1942. Hal ini dilakukan oleh anggota-anggota KNS di atas dengan didampingi oleh
Raja Tahuna waktu ifu ialah Engelhard Bastian (Makahanap, wawancara 18-9-1979;
Tatimu, 1975).

Bulan Mei 1942, Raja Tahuna Engelhard Bastian bersama para anggota KNS
di atas kembali dari Manado ke Tahuna dengan membawa surat penunjukan
pemerintah Jepang untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan di daerah Sangir
Talaud atas nama pemerintah pendudukan Jepang. Dengan ini maka mulailah
pemerintahan Jepang di daerah Sangir Talaud, walupun mula-mula belum secara
langsung.

Pemerintahan darurat oleh Jepang yang dikuasakan kepada Engelhard
Bastian ini hanya berlangsung selama setahun lebih dan pada kira-kira bulan Juli
1943, telah mendarat di pelabuhan Tahuna sepasukan tentara Jepang sebanyak
kira-kira dengan gelar Jogugu dan di bawahnya adalah para kepala kampumyg
dengan gelar Kapten Laut. Struktur pemerintahan ini ternyata tetap dipertahankan
Jepang hanya istilah jabatan diganti dengan istilah Jepang. Dalam hal ini Controleur
diganti Bunkenkanrikan, Raja diganti Suco, Jogugu diganti Gunco dan Kapten Laut
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diganti Sonco (Monografi Daerah).

Dengan demikian sebagai Bunkenkanrikan adalah Hirano, sedangkan
Suco-suco (Raja-raja) yang berkuasa pada masa itu adalah (Monografi Daerah;
Binilang,).

Suco Tahuna : Engelhard Bastian (1942-1944)

Suco Tamako : W.KP. Mokodompis (1942-1944) diganti
W. Kansil (1945)

Suco Tabukan : KJ.L. Macpal (1942-1944) diganti
Umar Muhammad (1945)

Suco Siau : P.F. Parengkuan (1942-1945)

Suco-Tagulandang :  W.Ph. Jacobs (1942-1944) diganti oleh

Paul A. Tindas (1945)
Suco Talaud . P.G. Koagouw (1942-1944) diganti oleh

Th: Binilang (1944-1949).

Sebelum masuknya Jepang di Gorontalo, atas perintah Residen di Manado
dibentuklah Vernielings Corps (VC) atau destroyer-groups (Pasukan penghancur)
yang bertugas untuk merusak atau menghancurkan bangunan-bangunan seperti
jembatan, irigasi dan bahan-bahan yang dapat dipakai oleh Jepang apabila mereka
memasuki Gorontalo. Rencana ini menimbulkan reaksi yang hebat dari tokoh
masyarakat Gorontalo antara lain Nani Wartabone, agar menunda tindakan yang
merugikan rakyat (Polontalo, 1977).

Di saat-saat situasi agar memburuk akibat pembumihangusan pertama ter-
hadap gudang kopra dari gudang minyak di pelabuhan Gorontalo oleh Belanda,
maka pada hari Jumat malam 16 Januari 1942, kaum nasionalis bergerak secara
rahasia untuk menghadapi tindakan Belanda. Mereka mengadakan rapat dengan
pemimpin-pemimpin rakyat bertempat di rumah kediaman dari R.M. Kusno
Dhanupojo .di kampung |pilo kota Gorontalo. Rapat itu menghasilkan keputusan
pembentukan suatu badan perjuangan yang disebut "Komite Dua Belas". Susu-
nannya adalah sebagai berikut :

Ketua : Nani Wartabone

Wakil Ketua : R.M. Kusno Dhanupojo

Sekertaris | : M.H. Buluati

Sekertaris |l : AR. Ointu

Anggota : Usman Monoarfa, Usman Hadju, Usman Tumu,

AG. Usu, M. Sugondo, R.M. Dhanuwatijo,
Sagaf Alhasni, Hasan Badjeber.

Tugas Komite Dua Belas ialah menjaga dan melindungi keselamatan rakyat
dan daerah dari segala tindakan yang merugikan rakyat, baik datangnya dari Belan-
da maupun dari Jepang (Nani Wartabone, wawancara 3-9-1979).

Akibat dari pembumihangusan oleh VC, pemimpin-pemimpin rakyat antara lain
Nani Wartabone, R.M. Kusno Dhanupojo, J.A. Pendang Kalengkongan, memulai
gerakannya untuk menguasai situasi misalnya menjaga tempat-tempat yang akan
dirusak oleh VC seperti jembatan Talumolo, irigasi Lomaya di Tapa, gedung Kantor

14



Pos dan penimbunan bahan bakar di WSG. Semangat patriotisme secara otomatis
timbul dari dalam lubuk hati rakyat yang datang berbondong-bondong dari segala
penjuru untuk mengusir kaum penjajah Belanda. Kegiatan selanjutnya yang
dijalankan adalah penangkapan dan penawanan para pejabat pemerintah kolonial
Belanda antara lain Controleur Dancona, Asisten Residen J. Korn, Hoofd Angemnt
Staat spolitie (Komandan Polisi Kota) R. Couper.

Peristiwa penangkapan dan penawanan di atas adalah merupakan kudeta
yang berhasil menggulingkan pemerintahan Belanda di daerah Gorontalo, di bawah
pimpinan Nani Wartabone. Pada tanggal 23 Januari 1942 terjadilah suatu peristiwa
bersejarah dikibarkannya bendera Merah Putih menggantikan bendera Belanda
untuk pertama kalinya di Gorontalo. Pengibaran itu diiringi lagu kebangsaan Indo-
nesia Raya di depan ribuan massa rakyat bertempat di lapangan tennis Gorontalo
(di muka rumah Asisten Residen).

Selesai menyanyikan Inddnesia Raya, diucapkan pidato sambutan kemer-
dekaan oleh Nani Wartabone. la mengatakan antara lain bahwa mulai hari ini
tahggal 23 Januari 1942, kita sudah bebas dari penjajahan Belanda, bendera kita
yaitu Merah Putih, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya (Nani Wartabone,
1977). Selanjutnya Nani Wartabone berpesan kepada rakyat agar menjaga ke-
amanan, dilarang merampok, mencuri dan merusak.

Staf pemerintahannya disebut PPPG (Pucuk Pimpinan Pemerintahan
Gorontalo) yang terdiri dari :

Nani Wartabone : Komandan Komando PPPG
J.A. Pendang Kalengkongan : Wakil Komando PPPG

R.M. Kusno Dhanupojo : Bagian Sipil

A.B. Dauhan : Pembantu.

Pusat kegiatan pemerintahan sipil dan militer menempati gedung perkantoran NV
KIM atau gedung PELNI sekarang.

Untuk konsolidasi pemerintahan maka PPPG diperiuas keanggotaannya dan
merupakan badan eksekutip yang sempurna sesuai dengan keadaan. Susunan
PPPG yang diperluas ini terdiri dari :

1. Pemerintahan sipil militer : Nani Watabone
J.A. Pendang Kalengkongan
R.M. Kusno Dhanupojo
Jogugu dan Marsaoleh

2. Sekertaris, Keuangan dan

Bendahara : Ibrahim llahude, H. Katili, Ibrahim Pooe,
A.W. Siwy, R. Sugondo.
3. Ekonomi : Hamzah liahude
4. BOW (PU) : AB. Usman’
5. Duane : Mohamad Ali
6. Kepolisian : J.A. Pendang Kalengkongan
7. Kehewanan : drh. R. Wardojo
8. Kehutanan : A Uno
9. Kantor Pos (Telepon) : A llahude -



10.Penilik Sekolah : AL Tamalawe
D. Lumunon
11.Keamanan :  Ibrahim Muhamad.
Untuk memelihara jalannya pemerintahan di daerah-daerah, PPPG segera
mengatur personalia untuk lima distrik sebagai berikut : :

R. Monoarfa : Jogugu Gorontalo
K. Datau : Jogugu Kwandang
A Wartabone : Jogugu Limboto

|. Usman . Jogugu Suwawa
M. Hippy : Jogugu Tilamuta.

Selanjutnya PPPG mengangkat sembilan Marsaoleh untuk kesembilan Onderdistrik
yang ada, masing-masing :

Ismail Datau : Marsaoleh Kabila

Kadir Habibie : Marsaoleh Tapa
Abdurrachman Nento : Marsaoleh Telaga

A_ Tahir ' : Marsaoleh Sumalata

B. Hadju : Marsaoleh Paguyaman
S. Bija : Marsaoleh Bumbulan
Junus Olii . Marsaoleh Atinggola
Abudi liahude . Marsaoleh Batudaa
AH. Tangahu : Marsaoleh Bone Pantai.

Lembaga legislatip segera dibentuk dengan pertimbangan agar pemerintahan
militer dapat seiring dengan pemerintahan sipil yang diketuai oleh Nani Wartabone.

Pemerintahan nasional di Gorontalo yang dilahirkan oleh Peristiwa 23 Januari
1942, hanya berlangsung sampai 5 Juni 1942, diakhiri setelah adanya perampasan
kekuasaan pemerintahan oleh Jepang. Untuk memperingati peristiwa yang ber-
sejarah tersebut, pada bulan Juni 1972, Komando Daerah Militer (KODAM)
Xlll/Merdeka, metalui KODIM 1304 Gorontalo, telah menyerahkan penghargaan
kepada masyarakat Gorontalo berupa didirikannya satu Tugu Peringatan di pusat
peristiwa, yakni di halaman Kantor Pos Kotamadya Dati Il Gorontalo.

Selanjutnya dikutip sambutan Panglima KODAM V/Jaya Mayor Jenderal G.H.
Mantik dalam peringatan Peristiwa 23 Januari sebagai berikut (Mantik, 1975 : 3) ; )
1. Semangat 23 Januari 1942 di Gorontalo adalah pencerminan watak merdeka,
yang ikhlas mengorbankan segala-galanya bagi keutuhan Nusantara. Semangat
23 Januari 1942 Gorontalo adalah manifestasi patriotisme yang setia membela
tegaknya Sang Dwi Warna;

Dan semangat tersebut perlu terus dikobarkan;

Marilah kita teruskan perjuangan membangun, mengisi kemerdekaan dengan
semangat 23 Januari 1942, pantang menyerah, bersatu, demi tegaknya Prok-
lamasi 17 Agustus 1945.

Pada awal Juni 1942, datanglah perutusan Jepang ke Gorontalo di bawah
pimpinan Yanai. Terjadilah perobahan di mana PPPG diganti dengan Gunco Kaigi,
pimpinannya {etap dipegang oleh Nani Wartabone. Akan tetapi kekuasaan Gunco
Kaigi hanya berlangsung selama sembilan hari yakni antara tanggal 6 - 14 Juni

© N
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1942. Pada awal Juli 1942, ketika tentara Jepang tiba di Gorontalo, Gunco Kaigi
tidak berfungsi lagi, diganti dengan Kenkanrikan. Mulai saat itu pemerintahan
seluruhnya jatuh ke tangan Jepang sedangkan Nani Wartabone di jadikan sebagai
penasehat saja.

Setelah Sekutu mulai melancarkan pemboman, pusat Gunco Kaigi dipin-
dahkan ke pedalaman ke Kabila, di mana terjadilah suatu peristiwa yang meng-
harukan. Hal ini karena bendera Merah Putih diperintahkan turun oleh pemerintah
Jepang, yang dilakukan melalui suatu upacara. Dengan disaksikan oleh umum,
nampak Nani Wartabone mencucurkan air mata menyaksikan penurunan bendera
Merah Putih oleh Jepang.

Selanjutnya untuk memantapkan kekuasaan pemerintah sipil maka Jepang
mengatur susunan pemerintahan sebagai berikut : Wilayah bekas Asisten Residen
disebut Ken dan kepalanya disebut Bunkenkanrikan. Wilayah Distrik disebut Gun
dan kepalanya disebut Sonco. Wilayah Distrik Bawahan disebut Fukugun dan
kepalanya disebut Fukugunco.Desa disebut Son, kepala desa disebut Sonco. Di
bawah Sonco ada pamong desa yang disebut Kuno (Sun Bone, wawancara
10-9-1979). '

Dengan dikeluarkannya instruksi agar semua pejabat sipil datang melaporkan
diri ke Langowan (Minahasa), maka semua pejabat yang dahulunya bekerja bagi
pemerintah Hindia Belanda di Bolaang Mongondow pergi menghadap memenuhi
instruksi tersebut. Kepada para pejabat sipil itu diperintahkan agar menyerahkan
semua kontrak politik (Korte Verklaring) yang pernah dibuat dengan pemerintah
kolonial Belanda. Semua tanda jasa yang pernah diberikan oleh Belanda harus
diserahkan juga. Setelah itu mereka harus menyatakan sumpah setia kepada Tenno
Heika. Selesai melaporkan diri maka semua pejabat sipil yang bukan orang
Belanda, diperintahkan kembali menjalankan tugas seperti biasa. Raja diganti
istilahnya menjadi Suco dengan tanda pengenal Suco yang dilekatkan di tangan kiri
(A.H. Gobel, wawancara 12-9-1979).

Pemerintahan Jepang di Bolaang Mongondow dimulai tanggal 9 Maret 1942
yakni saat tibanya Matsuda selaku pembesar Jepang yang - dikirimkan oleh
Komandan Tentara Pendudukan di Minahasa. Matsuda ditugaskan mengepalai
pemerintahan bekas Onderafdeeling Bolaang Mongondow (Bolaang Mongondow
Bunken) dengan jabatan sebagai Bunkenkanrikan. la memulaikan tugasnya dengan
memperbaiki bekas kantor pemerintahan Onderafdeeling di Kotamobagu (Monografi
Daerah BM,; ). Pemerintahan Jepang tidak menempatkan pasukan tentara di
daerah Bolaang Mongondow. Daerah itu hanya dijadikan sebagai tempat per-
singgahar/peristirahatan . pasukan- pasukan yang menempuh jalan darat dari
Sulawesi Tengah ke Minahasa.

Pemerintah pendudukan Jepang tidak mengadakan perobahan dalam batas
wilayah administrasi bekas Onderafdeeling Bolaang Mongondow, sama halnya
dengan di daerah-daerah lainnya dalam wilayah Sulawesi Utara ini bahkan sampai
ke Sulawesi Tengah. Selain itu, tidak diadakan pula perobahan dalam struktur
organisasi pemerintahan kecuali digunakannya istilah-istilah Jepang bagi jabatan-
;abatmymg ada. Untuk jelasnya maka :
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1. Onderafdeeling Bolaang Mongondow disebut Bolaang Mongondow Bunken;

2. Controleur disebut Bunkenkanrikan;

3. Raja disebut Suco;

4. Presiden Raja disebut Renrakuin;

5. Kepala Distrik atau Penghulu disebut Gunco;

6. Kepala Onder Distrik atau Mayor Kadato disebut Fukuyunco;

7. Kepala Desa atau Sangadi disebut Sonco (Manus, dkk, 1979 : 34).

Adapun pelaksanaan di Bolaang Mongondow Bunken dipimpin oleh kepala
pemerintahan yang disebut Bunkenkanrikan di mana jabatan itu selama pendu-
dukan berlangsung, dijabat oleh Matsuda. la dibantu oleh seorang Sekertaris yang
disebut Syokutaku, yang pada waktu itu dijabat oleh Raden Abdulkadir Surjodirjo.
Bunkenkanrikan Matsuda ini membawahi empat kerajaan yakni Kerajaan Bolaang
Mongondow, Bolaang Uki, Bintauna dan Kaidipang Besar.

Sejak sebelum pendudukan Jepang, Kerajaan Bolaang Mongondow diperintah
oleh Zelfbestuurs Commisie yakni M. Mokodompit dan H.D. Manoppo. M. Moko-
dompit juga merangkap jabatan Kepala Distrik (Gunco) Mongondow sedangkan
H.D. Manoppo merangkap jabatan Kepala Distrik (Gunco) Bolaang. Ke dua
Zelfbestuurs Commisie ini memerintah Kerajaan Bolaang Mongondow sejak
diberhentikannya Raja Laurens Cornelis Manoppo oleh Belanda tahun 1938, karena
dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan soal keuangan kerjaan itu.

Kerajaan Bolaang Mongondow dengan Ibukota Kotobangon, membawahi
beberapa distrik dan onder distrik yang terdiri atas :

1. Distrik Mongondow, dengan pusat pemerintahan di Kotobangun di bawah Gunco
Maks Mokodompit. Distrik ini terdiri atas dua onder distrik yakni Pasi dan
Lolayan. Onder distrik Pasi terletak. di dataran tinggi Mongondow terdiri dari 20
desa yakni desa Kotamobagu, Pasi, Biga, Pontodon, Mogolaing, Kotabangon,
Bilalang, Pangian, Popo Mongondow, Modayag, Moyag, Komangaan, Muntoi,
Bintau, Bulud, Otam, Wulud, Lobong, Manembo dan Gogagoman. Pusat peme-
rintahan di Pasi di bawah Fukugonco J.W. Manoppo; Onder distrik Lolayan
terdiri dari 15 desa yakni Molinow, Mongkonai, Mongondow, Poyowa Kecil,
Poyowa Besar, Kobo Kecil, Kobo Besar, Matali, Sinindian, Pobundayan, Kopan-
dakan, Bungko, Mopait, Tumobui dan Tungoi; pusat pemerintahan terletak di
desa Motoboi Besar di bawah Fukogunco A.B. Damopolii ;

2. Hulu Distrik Bolaang dengan pusat pemerintahannya di Inobonto di bawah
Gunco H.D Manoppo. Distrik terdiri dari desa-desa yakni Bolaang, Ambang,
Bantik, Lolan, Mariri, Solimandungan. Distrik ini m&mbawahi Onder distrik Lolak
dengan pusat pemerintahan di Lolak di bawah Fukugunco O. Dilapanga. Onder
distrik terdiri dari desa-desa yakni Lolak, Solok, Tandu, Mongkoinit, Motabang,
Buntalo, Ayong, Maelang, Domisik, Sangkub dan Sauk;

3. Ondet Distrik Dumoga adalah onder distrik yang langsung diperintah Kerajaan
Bolaang Mongondow dengan pusat pemerintahannya di Kinolontagan di bawah
Fukugunco B.G. Manoppo; Onder distrik terdiri dari desa-desa yakni Kinolon-
tagan, Dumoga, Tapao, Doloduo, Tobayogan, Torosit, Dumagin dan Unggunoi;

4. Onder Distrik Kotabunan' pusat pemerintahannya di Kotabunan, langsung di
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bawah Kerajaan Bolaang Mongondow, di bawah Fukugunco M.J. Manoppo;
terdiri atas beberapa desa yakni Kotabunan, Buyat, Tutuyan, Nuangan, Molobok
dan Matabulu.

Tahun 1943, pemerintahan Zelfbestuurs Commisie dibubarkan oleh Jepang di
mana H.J.C. Manoppo (anak raja L.C. Manoppo) diangkat sebagai raja (Suco).
Demikian pula beberapa Gunco, diganti oleh Jepang. Gunco Bolaang H.D.
Manoppo diganti oleh J.W. Manoppo. Fukugunco Pasi J.W. Manoppo, diganti oleh
K.C. Mokoginta. Fukugunco Lolayan Arsjad B. Damopolii diganti oleh F.J.K. Damo
polii. Arsjad B. Damopolii diangkat jadi Gunco Mongondqw. Maks Mokodompit
diangkat jadi Fukusuco (Wakil Raja) Kerajaan Bolaang Mongondow (S.A. Sugeha,
wawancara 11-9-1979).

Kerajaan Bolaang Uki di Bolaang Mongondow Bunken pada ketika Jepang
masuk, diperintah oleh Raja A.H. Gobel, dengan lbukota Molibagu. Kerajaan ini
tidak terbagi atas distrik-distrik karena dianggap terlalu kecil. Dalam melaksanakan
pemerintahan, Raja (Suco) dibantu oleh pejabat kerajaan yang disebut Jogugu atau
Raja Muda. Istilah Jogugu ini kemudian diganti dengan Fukusuco (Wakil Raja) pada
waktu pendudukan Jepang. Pada masa itu Fukusuco dijabat oleh W.A. Zulhadji
(A.H. Gobel, wawancara 12-9-1979).

Kerajaan Bintauna di Bolaang Mongondow Bunken, ketika Jepang masuk
diperintah oleh Raja Muhamad Turadju Datunsolang, dengan pusat pemerintahan di
Pimpin. Dalam pelaksanaan pemerintahan, Raja dibantu oleh Presiden Raja atau
Raja Muda yang disebut Fukusuco (Wakil Raja), yang pada masa itu dijabat oleh
J.A.M. Datunsolang. Pejabat-pejabat kerajaan Bintauna lainnya ialah Jurutulis
Kepala yang dijabat oleh C.P. Mokodenseho, dibantu dua stafnya yakni AM.
Datunsolang dan M.A. Tinumbia. Tugas dari Jurutulis ini adalah pemegang ke-
uangan dan mengatur administrasi pemerintahan kerajaan. Di samping itu ada
pengurus pertanian yang disebut mantri pertanian dijabat oleh R.M. Datunsolang.
Untuk urusan kesehatan disebut mantri kesehatan, dijabat oleh H. Kolintamu. Untuk
urusan jalan disebut Mandor, dijabat oleh Daeng Toleba. Pegawai-pegawai yang
bekerja dalam pemerintahan ini dibeslitkan oleh Raja. Kerajaan Bintauna tidak
dibagi atas distrik dan onder distrik karena terlalu kecil, hanya meliputi desa-desa
yakni Pimpi, Bintauna, Padang, Talaga, Bunia, Batulinti, Bintauna Pante, Kuhanga,
Mome dan Huntuk (A.M. Datunsolang, wawancara 15-9-1979).

Kerajaan Kaidipang Besar di Bolaang Mongondow Bunken, diperintah oleh
Raja Ram Suit Pontoh dengan Ibukota di Boroko. Raja dibantu oleh Jogugu atau
Presiden Raja yang diganti dengan istilah Renrakuin atau Fukusuco (Wakil Raja).
Fukusuco adalah penanggung jawab pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari
yang pada waktu itu dijabat oleh H.R. Pontoh. |a diberhentikan tahun 1944 karena
dituduh sebagai mata-mata musuh dan diganti oleh J.R. Pontoh. Selain itu terdapat
pegawai-pegawai kerajaan yang terdiri Jurutulis Kerajaan, Pembantu Jurutukis dan
magang. Jurutulis Kerajaan waktu itu ialah N.J. Rauma, yang bertanggung jawab
atas administrasi dan keuangan. la dibantu oleh dua Pembantu Jurutulis yakni
Djailolo Pomolango dan Male Buhang serta tiga orang magang yakni L.D. Korom-
pot, H. Buhang dan Lati Detu Kramat.
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Pada waktu itu Kerajaan Kaidipang Besar terdiri atas dua distrik (Gun) yakni
Kaidipang dan Bolaang ltang. Distrik Kaidipang berpusat di Boroko di bawah
Fukugunco (Jogugu) H. Buhang. Pada bulan Desember 1944 Fukugonco .H.
Buhang mengundurkan diri karena alasan telah lanjut usia lalu diganti oleh L.D.
Korompot. Distrik Kaidipang masa itu terdiri dari beberapa desa yakni Boroko,
Kuala, Bigo, Pontak, Inomunga, Sokoputa, Kumu |, Kumu Il, Tuntung, Batutajam,
Dolapuli, Buho, Tuntulon dan Kayuogu.

Distrik Bolaang Itang berpusat di Bolaang Itang dengan Kepala Distrik yang
disebut Marsaoleh atau Fukugunco yang dijabat oleh S.M. Pontoh. Pada waktu itu
distrik ini terdiri atas beberapa desa yaitu Bolaang ltang, Talaga, Tomuagu,
Jambusarang, Sonoco, Olot, Pahu, Langi, lyok, Tote, Nunuka, Mokoditek, Saleo,
Bohabak, Binjeita dan Biontong (L.D. Korompot, wawancara 14-9-1979).

Ketika Belanda masih berkuasa, kerajaan-kerajaan yang ada di Bolaang
Mongondow berstatus landschap di mana setiap kerajaan :

1. Mempunyai pemerintahan otonom menurut hukum adat masing-masing;

2. Mengatur keuangan dan anggaran belanja sendiri;

3. Mengatur lembaga-lembaga pemerintahan sendiri;

4. Menetapkan dan menjalankan peraturan yang berlaku di seluruh wilayah

onderafdeeling;

Menetapkan anggaran belanja dari onderafdeeling;

Waijib membayar pajak yang ditentukan dalam onderafdeeling;

7. Bertanggung jawab kepada Het Hoofd van Plaatselijkbestuur di Kotamobagu
dalam hal ini kepada Controleur sebagai kepala Onderafdeeling Bolaang
Mongondow.

Dengan masuknya Jepang, maka seluruh peraturan di atas tetap dijalankan untuk

daerah-daerah swapraja, sepanjang tidak bertentangan dengan kebutuhan Peme-

rintah militer Jepang. (Bupati KDH, 1979 :).

o o

B. BIDANG SOSIAL EKONOMI.

Daerah Keresidenan Manado terkenal sebagai daerah penghasil kopra sejak
zaman kolonial Belanda. Menjelang masuknya fentara Jepang, hasil kopra
Keresidenan Manado berturut-turut yakni Sangir Talaud 35 ribu Ton, Minahasa dan
Bolaang Mongondow 63 ribu Ton, Gorontalo 6.12 ribu Ton, Teluk Tomini dan
Kepulauan Togean 60 ribu Ton, Luwuk-Banggai 12 ribu Ton Donggala dan
sekitarnya 16 ribu Ton, sedangkan Tolitoli dan Kwandang 16 ribu ton (Rhijn, 1941 ).

Dalam masa maleise, harga kopra merosot sekali sehingga mengakibatkan
penderitaan di kalangan rakyat. Penderitaan itu lebih diperhebat lagi akibat masuk-
nya tentara pendudukan Jepang, terutama karena kopra sama sekali tidak berharga
di pasaran. Banyak areal tanaman kelapa terutama di daerah-daerah dataran
rendah dijadikan areal persawahan sehingga kelapa yang ada harus ditebang atau
dibiarkan mati. Demikian pula halnya dengan hasil perkebunan lainnya seperti pala,
fuli, cengkih, kopi dan sebagainya. Perdagangan dapat dikatakan mati sama sekali
karena semua kegiatan diarahkan kepada penyediaan bahan makaran bagi
kepentingan perang olsh Jepang.
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Sebaliknya penanaman padi-semakin diinfesipkan di mana padi ditanam
khusus untuk keperiuan perbekalan oleh Jepang. Rakyat tidak diperkenankan
makan nasi. Sebagai gantinya, rakyat diwajibkan menanam tanaman pangan
pengganti seperti ketela pohon, ketela rambat, pisang dan lain-lain. Di semua areal
yang memungkinkan, padi wajib ditanam dua kali setahun. Hutan dan semak
belukar dirombak untuk dijadikan ladang-ladang. Untuk 'mengamankan ekonomi
perang, maka Jepang membentuk suatu organisasi yang disebut Nantaku. Tugas
Nantaku ini ialah mengawasi pelaksanaan instruksi- instruksi di sektor pertanian,
mengajarkan rakyat teknik-teknik pertanian ala Jepang, mengumpulkan hasil-hasil
pertanian untuk keperluan perang ke gudang-gudang, serta menyalurkan bahan
makanan yang tersedia untuk rakyat.

Di daerah Sangir Talaud, sebelum kedatangan tentara Jepang keadaan
ekonominya dapat dikatakan telah lumpuh akibat bérkecamuknya Perang Pasifik di
mana daerah ini tidak luput dan serangan pemboman. Di samping itu, pemerintah
Belanda di bawah pimpinan Controleur Krams dan pembantu-pembantunya dalam
rangka perang Pasifik ini, telah menjalankan aksi bumi hangus dengan membakar
gudang-gudang yang penuh berisi kopra untuk mencegah agar semua hasil
produksi itu tidak jatuh ke tangan musuh (A. Rompas, wawancara 17-9-1979). -

Setelah Jepang masuk maka mula-mula keadaan ekonomi rakyat agak baik
karena Jepang baru mau membujuk hati rakyat dengan kemenangannya yang
gilang gemilang, sehingga pada waktu itu diadakanlah pembagian distribusi bahan
makanan berupa beras, kain sabun, garam dan sebagainya. Akan tetapi setelah
Jepang di sana sini mengalami kekalahan dalam perang melawan Sekutu,
menghilanglah bahan-bahan distribusi itu dan dimulailah kehidupan yang serba
sulit. Bahan makanan pokok berupa beras tidak ada lagi menunggu didatangkan
dari Manado, sedangkan daerah ini sendiri tidak dapat lagi memenuhi kebu-
tuhannya sendiri. Terpaksalah dianjurkan kepada penduduk untuk menanam ubi,
pisang dan lain-lain yang kemudian dijadikan sebagai bahan makanan pengganti
beras. Di samping itu diolahlah sagu terutama di Sangir Besar yang terdapat di
berbagai tempat. Juga kacang-kacangan terutama di Talaud seperti kacang tanah,
kacang hijau, dipergiat penanamannya. Hal ini berlaku pula untuk jenis umbi-umbian
di mana masa itu dikenal adanya sejenis ketela yang lazim di sebut "bete talaur’.
Mata pencaharian rakyat Sangir Talaud lainnya adalah nelayan tetapi hanya khusus
untuk keperluan sendiri (tidak diekspor).

Di daerah itu, usaha perkebunan sepeni hainya di Minahasa dapat dikatakan
tidak ada. Produksi utama sebenarnya adalah kopra dan pala tetapi waktu itu tidak
berarti apa-apa karena tidak laku di pasaran. Sementara itu, ditempat-tempat yang
dianggap berbahaya, rakyat disuruh mengungsi. Rakyat harus pula dapat menye-
diakan dan menyerahkan bahan makanan kepada Jepang. Selain itu rakyat harus
menyediakan tenaganya untuk bekerja paksa seperti romusya. Untuk keperiuan itu
maka Jepang membentuk sebuah Komite Tenaga Rakyat atau KTR dengan tugas :
1. Mengumpulkan bahan makanan,

2. Mengumpulkan romusya-romusya (pekerja-pekerja kasar) untuk dipekerjakan
baik di daerahnya sendiri maupun ke daerah-daerah lain;



3. Membuat benteng-benteng pertahanan.

Penderitaan rakyat semakin parah akibat menghilangnya kain sebagai bahan
pakaian. Terpaksalah ada rakyat yang harus memakai karung goni dan lain-lain
sebagai penigganti pakaian (Sigarlaki dkk, 1977 : 220-222),

Rakyat benar-benar sangat kekurangan sandang (pakaian) akibat tidak ada-
nya perdagangan. Semua keperluan sehari-harian seperti kain, sabun, tembakau/
rokok, minyak tanah, garam, gula dan lain- lain serba tidak ada. Untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan di atas, tidak ada jalan lain selain berusaha sendiri atau
memanfaatkan apa saja yang ada. Untuk mendapatkan pakaian mereka menenun
kain dari benang kofo, benang nenas dan memintal kapas untuk dijadikan benang.
Sebagai bahan penerangan untuk lampu, dipakai minyak kelapa atau getah kenari
dan biji jarak bahkan biji sejenis tanaman yang disebut "balacae”.

Gula dibuat dari tebu yang diperas dengan alat buatan rakyat secara tradisio-
nal. Untuk tembakau (rokok), ada yang menanam tanaman tembakau dan ada yang
mempergunakan daun pepaya atau daun-daunan lain yang cocok. Sabun cuci
dibuat sendiri atau menggunakan kulit sejenis kayu yang disebut *langika®, bahkan
ada yang mempergunakan buah jeruk untuk mencuci pakaian. Sebagai selimut, ada
yang mempergunakan karung (kalau ada) atau tikar daun. Garam dibuat sendiri dari
air laut. Hewan peliharaan seperti kambing, babi, sapi, ayam dan lain-lain sering di-
ambil begitu saja oleh Jepang untuk keperluan mereka bahkan rakyat dilarang
membantai atau memakannya. Demikian pula hasil-hasil pertanian, di mana
sebagian harus diserahkan kepada Jepang (Lumeling, ).

Demikianlah gambaran kehidupan ekonomi rakyat di daerah Sangir Talaud.
Kopra dan pala sebagai sumber keuangan rakyat tidak laku di pasaran karena
sarana pengangkutan laut tidak ada.'Hasil ikan para nelayan sebagai sumber
penghasilan nomor dua, hanya dipergunakan untuk kepentingan dari jepang.
Ekspor dan impor macet sama sekali sehingga rakyat pada masa itu menderita
sekali terutama soal sandang dan obat-obatan. Namun hal-hal di atas diimbangi
oleh rakyat dengan berusaha sekuat tenaga untuk mempercleh kebutuhannya
sendiri (Manatar, wawancara 16-9-1979).

Hal ini memang sejalan dengan rencana penguasaan Jepang terhadap Asia,
Tenggara (Daerah-daerah Selatan) di mana yang dipandang terpenting adalah
mendapatkan sumber-sumber bahan mentah untuk kepentingan peperangan.
Sedangkan penggunaan bagi daerah sumber ini adalah merupakan tujuan uta-
manya. Untuk pencapaian rencana ini, Jepang melaksanakannya dalam dua tahap
yakni tahap pertama, merupakan tahap penguasaan dan tahap kedua, merupakan
rencana untuk jangka panjang yaitu menyusun kembali struktur ekonomi di wilayah
lersebut di dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan-bahan untuk peperangan.
Sedangkan struktur ekonomi yang direncanakan itu terdiri dari wilayah-wilayah eko-
nomi yang sanggup memenuhi kebutuhan sendiri, yang diberi nama “Lingkungan
Kemakmuran Bers ma Asia Timur Raya® (Nugroho Notosusanto).

Selanjutnya, penderitaan rakyat di bidang sosial ekonomi di atas ditambah lagi
dengan kekejaman Jepang yang melampaui batas perikemanusiaan. Banyak
pemimpin rakyat yang dicurigai dan oleh karena itu tidak luput dari pengintaian
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Kempetai Jepang, apabila telah di tangan Kempetai ini maka jarang yang bisa lolos
dengan selamat. Hukuman mati dengan kepala dipancung adalah jenis hukuman
yang lumrah pada masa itu. Hampir semua raja, jogugu termasuk kepala kampung
bahkan para pemimpin agama sekalipun, tidak luput dihukum pancung kepala oleh
Kempetai. Seorang pemimpin agama yakni G. Tatenkeng serta seorang dokter
bangsa Hongaria bernama dr. Cesko, bersama para pemimpin rakyat, ditangkap
Kempetai mula- mula sebagai tahanan kemudian dipancung kepalanya. Menurut
catatan, terdapat kurang lebih 50 orang tahanan Kempei yang menjalani hukuman
tersebut, antara lain (Rompas, wawancara 17-9-1979 ; Ponto, wawancara 13-9-
1979) :

Raja Tagulandang Jacobs

Raja Tabukan L.P. Macpal

Raja Manganitu W.M.P. Mokodompis

Raja Kendahe Tahuna E. Bastian

Bekas Raja Kendahe Tahuna Ch. Ponto

Raja Talaud Koagouw

Jogugu Tagulandang B. Jacobus

Jogugu Ondong E. Marthing

9. Jogugu Tamako Taidi

10. Jogugu Manganitu Macakecum

11.Jogugu Kendahe Anthonie

12. Jogugu Manalu L.P. Macpal

13. Sejumiah Kapten Laut dan pejabat-pejabat lainnya.

Kuburan para korban ini sampai sekarang terdapat di Bungalawang (Tahuna)
di mana dalam satu lobang sampai terdapat lima orang yang dikuburkan. Korban-
korban perang lainnya terdapat juga di beberapa tempat di daerah Sangir Talaud,
misainya di Ondong Siau, pulau Para dan lain-lain (Makahanap, wawancara
19-9-1979).

Keganasan Jepang ini ternyata telah menimbulkan kebencian rakyat, sehingga
beberapa orang menggabungkan diri dengan Sekutu dengan jalan berperahu me-
nuju lautan bebas. Kemudian setelah terlihat oleh pesawat-pesawat Sekutu, mereka
diselamatkan lalu dijadikan alat Sekutu untuk menghancurkan pertghanan Jepang
di daerah Sangir Talaud. Di antara orang-orang itu antara lain adalah Lekang-
pondang (Rompas, wawancara 17-9-1979).

Rasa antipati bahkan kebencian terhadap Jepang akibat penderitaan rakyat di
bidang sosial ekonomi telah menimbulkan perlawanan terhadap Jepang. Rakyat
yang diancam bahaya ketaparan di pulau Makalehi akhirnya mengadakan perlawan-
an terhadap Jepang yang terkenal dengan Pemberontakan Rakyat Makalehi pada
awal tahun 1945. Mereka di bawah pimpinan dari Salmon Labaeng yang gugur
dalam pertempuran sebagai pahlawan bangsa (Elias, 1973 ; Sigarlaki dkk, 1977
Manus dkk, 1978 : 202).

Keadaan ekonomi pada masa pendudukan Jepang di Bolaang Mongondow
ditujukan pula untuk kepentingan perang oleh Jepang. Rakyat diperintahkan me-
ngolah .sawah dan ladang untuk menanam padi. Karena itu banyak areal perke-
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bunan rakyat yang telah ditanami kelapa dan kopi, diolah untuk ditanami dengan
tanaman untuk kepentingan perang seperti padi, kapas, yute, jagung dan lain-lain.
Penanaman tanaman-tanaman ini diperintahkan oleh Bunkenkanrikan Matsud
melalui pemerintahan swapraja yang harus dilaksanakan oleh seluruh kerajaan di
daerah Bolaang Mongondow. Rakyat juga dilarang untuk menjual hasil pertanian-
nya di pasaran, kecuali kepada suatu badan yang ditentukan yakni Nantaku dan
Toyobo yang dibentuk oleh Jepang. Kedua badan ini dipimpin oleh orang-orang
Jepang.

Kedua badan ini mempunyai cabangnya sampai ke tingkat Onder distrik
(Fukugun) yang dikepalai oleh Fukugunco. Pusatnya adalah di Kotamobagu
sebagai tempat kedudukan dari Bunkenkanrikan. Selain kewajiban-kewajiban- di
sektor pertanian di atas, rakyat setiap tahunnya diwajibkan menyerahkan 100 Kg
beras yaitu pada saat-saat pemetikan padi. Penagihan beras ini menjadi kewajiban
kepala desa (Sonco) dan kemudian diserahkan kepada Nantaku yang ada di setiap
Onder distrik. Kepada yang menyerahkan 100 Kg beras, diberikan imbalan setiap
keluarga sebanyak enam meter "kain blacu® dan kain "strep Jepang®, ditambah
uang sebanyak 15 yen. Semua hasil pertanian termasuk sayur-sayuran, hewan-
hewan piaraan seperti ayam, kambing, sapi, babi kerbau dan sebagainya harus
diserahkan kepada petugas-petugas Nantaku. Hasil-hasil pertanian dan peternakan
itu dijual kepada Nantaku dengan harga yang sudah ditentukan. Kambing misalnya
dibayar harganya sampai 10 yen, sapi yang besar sampai 50 yen. Ternak itu
dipotong dan dibagikan sebagian kepada petugas-petugas pemerintah Jepang dan
sebagian dijual di pasar kepada rakyat. Bahan-bahan kebutuhan rakyat lainnya
disalurkan melalui perusahaan-perusahaan Jepang seperti gula, garam, termasuk
kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya.

Apabila rakyat mempunyai kelebihan beras dan jagung, maka dapat dijual di
pasar dengan izin dari Nantaku, Toyobo atau Nantaibo. Penduduk di wilayah
Kerajaan Kaidipang Besar dan Kerajaan Bintauna, sering menjual beras dan jagung
di pasar-pasar Bintauna, Buha, Bolaang Itang dan Boroko sedangkan rakyat di
Kerajaan Bolaang Uki menjualnya di pasar Pinolosian dan Mclibagu. Pzsar yang
terdapat di ketiga kerajaan di atas, ramai dikunjungi oleh penduduk yang keku-
rangan bahan makanan dari daerah Gorontalo yang diam. di dekat perbatasan
dengan daerah Bolaang Mongondow. Demikian juga halnya dengan rakyat di
Kerajaan Bolaang Mongondow yang mendapat izin menjual, dapat menjual beras
dan jagung di pasar Kotamobagu dan Inobonto. Tempat-tempat itu ramai dikunjungi
oleh rakyat yang diam di Minahasa Selatan yang juga membawa dan menjual
minuman keras, dan gula merah (gula aren) untuk dijual di pasar Kotamobagu dan
Inobonto.

Karena daerah Bolaang Mongondow waktu itu dijadikan oleh Jepang sebagai
daerah sumber produksi bahan makanan maka semua gudang besar di Kotamo-
bagu dan tempat-tempat lainnya di sana yang menjadi milik pedagang, diambil alih
oleh pemerintah pendudukan. Gudang-gudang i#tu kemudian dijadikan tempat
penampungan bahan-bahan makanan yang dapat dikumpulkan. Pada wakiu itu
ternak banyak terdapat di Longagon, Kotamobagu, Lolak, Bintauna, Boroko dan
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Kotabunan, yang diusshakan oleh Nantaku, sehingga rakyat tidak mengalami
kesulitan bahan makanan. Kesulitan rakyat hanya terletak pada kekurangan bahan
pakaian dan alat-alat rumah tangga. Rakyat banyak yang dipekerjakan di pabrik-
pabrik yang mempro duksi kain putih, memintal benang yang terdapat di Kotamo-
bagu dan Boroko.

Rakyat yang berada di pesisir pantai mengadakan usaha penangkapan ikan
dan dijual kepada Nantaku yang juga berusaha di sektor perikanan di seluruh
daerah pesisir Bolaang Mongondow. Untuk usaha perikanan itu ada yang diberikan
gaji sekedarnya untuk mencukupi kebutuhan rakyat. Mengenai kopra dan hasil-hasil
hutan, mulai tahun 1944 Jepang mengadakan pembelian melalui Nantaibo. Kopra
dibeli dengan harga 7,5 yen perkuintal ditambah hadiah satu meter kain putih. Hasil
hutan seperti damar, rotan dan kayu, diusahakan dan dibayar dengan secukupnya.
Hasil-hasil ini semuanya diekspor ke luar Bolaang Mongondow melalui pelabuhan
Bolaang Itang. Demikianlah kehidupan bidang sosial ekonomi rakyat di Bolaang
Mongondow yang pada kenyataannya adalah mencukupi khusus untuk bahan-
bahan makanan sebagai hasil kerja keras di sawah dan ladang, bekerja di pabrik
yang didirikan oleh Jepang, penangkapan ikan, serta pengumpulan hasil hutan
walaupun dengan pembayaran upah atau harga sekedarnya saja bagi kehidupan
rakyat (Piet Manoppo, wawancara 15-9-1979).

Pada saat-saat pertama Jepang memasuki daerah Gorontalo mereka menun-
jukkan sikap ramah tamah terhadap rakyat untuk memberikan kesan bahwa mereka
datang sebagai pembebas melawan penjajah Belanda dengan semboyan "Asia
untuk Bangsa Asia®. Akan tetapi lama kelamaan sikap mereka berubah, bukan lagi
Sebagai pembebas tetapi dalam tindak tanduknya sebagai penjajah (Muh. Djibran,
wawancara 10-9-1979).

Yang paling berat dirasakan dan menyakitkan hati rakyat ialah diberlaku-
kannya pembatasan-pembatasan bagi rakyat untuk menikmati hasil jerih payahnya
sendiri dalam mengolah tanah-tanah pertanian. Hal ini karena hasilnya harus
giserahkan seluruhnya untuk kepentingan ekonomi Jepang, terutama hasil beras.
Jepang mengeluarkan peraturan yang melarang mengeluarkan beras dari satu
daerah ke daerah lainnya tanpa mendapat izin. Di daerah Gorontdlo tahun 1943
terjadi suatu peristiwa yang menyedihkan di mana Palaloe bersama empat orang
anaknya ditangkap dan dipancung kepala akibat terkena peraturan itu. Mereka
diwajibkan menyerahkan 80 liter beras yang diperoleh sebagai upah memotong padi
di Kwandang. Mereka menolak menyerahkan beras itu ketika diperintahkan oleh
kepala polisi Jepang di Limboto yang bertugas mengawasi lalu lintas bahan maka-
nan. Akibatnya mereka ditangkap lalu dihukum pancung kepala (Nani Wartabone,).

Untuk memenuhi kebutuhan bahan-bahan makarian, maka rakyat diharuskan
menanam bahan-bahan makanan antara lain pisang, jagung, umbi-umbian,
kacang-kacangan dan sebagainya. Dengan demikian pada masa pendudukan
Jepang dapat dikatakan di daerah Gorontalo tidak pernah terjadi kelaparan-
kelaparan (Ointu, wawancara 12-9-1979). Di samping itu rakyat diharuskan mena-
nam kapas untuk dijadikan bahan pakaian karena pada waktu itu sangat sulit mém-
peroleh pakaian. Penanaman kapas ini dikordinir oleh Nantaku.



Sistem perekonomian rakyat di daerah Gorontalo pada masa itu berada di
bawah pengawasan yang keras dari Jepang di rpana rakyat diharuskan mempro-
duksi hasil-hasil pertanian tetapi hasilnya hanya sebagian kecil dapat dinikkmati oleh
rakyat, sebagian besar adaiah untuk kepentingan Jepang. Perekonomian dikuasai
dan diatur oleh Jepang misalnya soal penyaluran bahan-bahan pokok kebutuhan
rakyat. Untuk itu pada setiap desa didirkan suatu badan yang disebut Beikokubu
yang tugasnya nmelakukan penjualan bahan makanan yang disalurkan untuk rakyat.
Untuk sandang didirikan Shikiobu sebagai badan penyalur bahan pakaian dan untuk
perikanan didirikan Nantoibo.

Hubungan perekonomian -antara daerah yang satu dengan daerah lainnya
boleh dikatakan tidak berjalan lancar, karena di samping prasarana hubungan lalu
litas kurang lancar, juga karena kondisi jalan yang buruk. Tambahan lagi yang
paling menyakitkan hati rakyat ialah adanya peraturan yang melarang pengang-
kutan bahan makanan dari desa ke desa dengan penjagaan yang ketat oleh Je-
pang. Untuk sarana komunikasi antara desa ke desa dipergunakan gerobak yang
ditarik oleh kuda atau sapi seérta truck tetapi khusus dipergunakan untuk kepen-
tingan Jepang. Untuk kepentingan militer, Jepang membuat jalan dari pesisir Utara
Gorontalo menembus ke daerah Bolaang Mongondow yaitu di Boroko. Untuk
mengerjakannya maka Jepang banyak mengerahkan tenaga rakyat secara kerja
paksa dengan sistem bergilir (U. Monoarfa, wawancara 7-9-1979). Demikian pula
dengan pembuatan lapangan terbang Tolotio (sekarang dinamakan Jalaluddin di
mana Jepang banyak pula mempergunakan tenaga rakyat. Hal ini rupanya karena
Jepang bermaksud mempertahankan daerah Gorontalo dan untuk mempercepat
gerakan bantuan militer melalui udara.

Sama halnya dengan di daerah-daerah lainnya, di daerah Minahasa yang
menguasai sektor perekonomian adalah badan-badan yang dibentuk oleh Jepang.
Kalau dalam urusan pangan adalah tugas dari Nantaku, maka untuk urusan
sandang menjadi tugas dari Toyobo. Organisasi Toyobo ini bergerak sampai di
desa-desa dan mengkordinir kegiatan rakyat dalam hal penanaman kapas. Setiap
tempat yang kosong seperti di halaman rumah, tepi jalanan, halaman sekolah dan
gedung-gedung lain dipenuhi dengan tanaman kapas. Petugas- petugas Toyobo
menyediakan bibit, mengajarkan cara-cara menanam serta mengawasi pelak-
sanaannya. Ketika panen kapas, maka hasilnya harus dipungut oleh yang mena-
nam dan harus langsung diserahkan kepada petugas Toyobo setempat.

Sarana perhubungan hampir lumpuh sama sekali. Bahan bakar untuk ken-
daraan bermotor sangat langka sehingga hanyalah kendaraan militer dan petugas
sipil saja yang berkeliaran di jalan raya. Sarana angkutan umum bagi rakyat Mina-
hasa adalah gerobak dan pedati, baik yang ditarik oleh kuda maupun ‘oleh sapi.
Gerobak dan pedati ini menjadi alat angkut utama antar desa dan antar kota di
Minahasa. Dengan mempergunakan gerobak dan pedati ini, rakyat mengangkut
hasil-hasil kebun ke rumahnya atau untuk dijual di pasar-pasar.

Untuk menjamin pertahanannya, Jepang membangun tiga lapangan terbang di
Minahasa yakni Mapanget, Tawaang dan Kalawiran. Juga mereka meneruskan
pekerjaan membuat Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Tonsealama (dekat



Tondano) (Manus dkk, 1978 : 203). Untuk merampungkan semua proyek di atas
maka Jepang mengerahkan rakyat dengan sistem semacam romusya yang disebut
*giliran®. Rakyat yang hampir tak punya cukup wakiu untuk mengerjakan sawah
ladang, diharuskan pula ikut giliran. Yang ikut giliran bukan saja rakyat ‘etapi juga
dikerahkan sarana angkutan seperti gerobak dan pedati di atas. Dengan demikian
maka hal ini turut pula melumpuhkan mobilitas perhubungan dan kegiatan pereko-
nomian rakyat Minahasa.

C. BIDANG SOSIAL BUDAYA.

Dalam masa pemerintah kolonial Belanda, di daerah Sulawesi Utara banyak
didirikan sekolah-sekolah. Semua sekolah itu ada vang didirikan oleh pemerintah
kolonial dan ada pula atas usata swasta. Menjelang masuknya Jepang, di Keresi-
denan Manado terdapat kira-kira 555 lembaga pendidikan yang terdiri dari 437
Volkscho len, 93 Vervolgscholen, satu Kleinhandelsschool, satu Normaal school, 7
Cursussen tot Opleiding van Volksonderwijzers, 3 MULC’s dan 13 HIS8en. Khusus
uptuk wilayah Sulawesi Utara, badan-badan swasta yang mengusahakan pendi-
dikan tingkat Sekolah Rakyat yaitu (Manus dkk, 1978 ) :

Sangir en Talaud Comite sebanyak 123 sekelah di daerah Sangir Talaud;
Minahassische Protestant de Kerk 165 sekolah di Minahasa;

RK Missie 30 sekolah di Minahasa;

Ned.Zend.Gen. Noord Celebes 24 sekolah di Bolaang Mongondow;

Belum termasuk yang ‘diusahakan oleh Muhammadiyah, Badan Pendidikan
Rekso Suryo, BFP! (PSIil) dan yang diselenggarakan atas usaha perorangan
lainnya.

Sumber lainnya mengatakan bahwa di Minahasa sudah terdapat hampir 170
sekolah yang dikelcla oleh Zending menjelang berdirinya GMIM (Gereja Masehi Injili
Minahasa) tahun 1534, Semua sekolah itu dikelola oleh GMIM dengan memperoleh
subsidi (bantuan keuangan) dari Zending yang berpusat di Nederland. Hal ini kare-
na beban keuangan untuk menjamin kelangsungan hidup semua sekolah itu terasa
sangat berat bagi GMIM (Lintong, 1978 : 30). GMIM juga mendapat bantuan ke-
uangan dari pemerintah f.11.000,- setiap bulan, sedang para pendeta dan guru-
gurunya di gaji dan di pensiun oleh pemerintah (Lintong, 1978 ).

Dengan masuknya Jepang, semua sekolah yang ada diambil alih dan menjadi
sekolah pemerintah (Manus, dkk, 1978 ; Lintong, 1978 ). Mulanya semua sekolah
lanjutan dibubarkan Jepang tetapi kemudian dibuka kembali dengan status dan
kurikulum yang dikehendaki Jepang, termasuk dimasukkannya bahasa Jepang
sebagai mata pelajaran wajib mulai tingkat Sekolah Dasar di samping adanya mata
pelajaran Mippon Seishing. Semua sekolah dibuka mulai 5 Pebruari-1942. Bagi
yang tamat Nippon Go Gakko (pengganti Sekolah Rakyat zaman Belanda) dapat
melanjutkan ke sekolah lanjutan yang didirikan kemudian. Tanggal 3 Nopember
1942 didirikan Kyooin Kanri Yooseisyo atau Sekolah Kanri sebagai tempat mendidik
kader guru dan pegawai Jepang yang kelak dijadikan alat propaganda dalam
masyarakat. Lamanya pendidikan Sekolah Kanri enam bulan di mana pendaftaran
pertama diikuti oleh seribu orang umur antara 18-34 tahun, dibagi setiap kelas 50
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siswa, dipisahkan antara yang lelaki dan wanita (Marunduh, 1978 ).

Sekolah Kanri ini ditutup 5 Mei 1943 dengan satu angkatan saja yang para
lulusannya langsung dipekerjakan pada sekolah dan kantor di seluruh keresidenan
(Menado Syu). Mereka sangat dipercaya oleh Jepang sebagai kader dalam mem-
propagandakan semangat pro Jepang dengan semboyan Tiga A Tenaga
pengajamya antara lain Kanamori dan Hoshi ditambah para guru Indonesia antara-
nya 'dua guru musik yakni Ny. Z. Kawet-Kandou dan K.H.E. Sompie (Marunduh,
1978).

Dalam bidang keagamaan, ketika Jepang masuk ada sedikit kemundu ran
karena banyak rohaniwan Belanda/Eropah yang ditangkap dan ditawan termasuk
Ds. Locher dan Uskup Panis. (Palit, 1978 : 36- 37). Untuk menertibkan kehidupan
keagamaan, maka pemerintah Jepang (Menado Syucosyoco) pada bulan Juni 1943
mengeluarkan peraturan sebagai berikut (Taulu, 1950 ) :

Pasal 1

Minseibu Manado memberi kelGasan kepada pemimpin-pemimpin agama membuka

semua geredja dan tempat ibadat

- Melakukan ibadat jaitu saya pada hari Minggu, hal mana untukragama Islam di-
tentukan pada hari Jumat.

— Akan tetapi terlarang berpidato dan membentangkan hal-hal yang bukan
mengenai agama di dalam dan diluar geredja. Yang diluaskan yaitu bertahlil,
bersembah yang dan berkaul.

Pasal 2
- Dilarang memaksa orang-orang memberi derma dalam Gereja.
— Dilarang membuat kebaktian pada hari Sabtu. ’

— Semua harus indahkan kesehatan dan taklukkan diri ke bawah pemeriksaan
dokter.

Pasal 3
-- Urusan-urusan tiap agama haruslah seperti urusan sebelum pecah perang.
- Dilarang berbantah-bantah tentang agama.
— Maksud, jaitulah supaya ada persatuan antara agama-agama.
- Pada sekalian pemimpin agama akan diberi satu peraturan baru oleh Minseibu
tentang hal melakukan pekerjaan agama.

Dengan ditangkapnya Ds. Locher dan Uskup Panis di atas maka Ketua Sinode
GMIM diambil alih oleh Ds. A.Z.R. Wenas sejak 1942 yang kemudian disahkan
dalam sidang Sinode tahun 1945 (Lintong, 1978 ). Uskup Panis semenjak ia
ditangkap maka tugas-tugas kegere jaan dilanjutkan oleh H.J.D. Tinangon. Wenas
dan Tinangon ini berusaha keras agar pemerintah pendudukan mengizinkan
dibukanya semua gedung gereja yang dinyatakan ditutup. Akhirnya keluarlah
peraturan tersebut di atas dan mulai 18 Juni 1942, semua gedung gereja dibuka
kembali untuk kebaktian umat. Namun jika isi peraturan di atas dilanggar, maka



semua gedung gereja akan ditutup kembali (Palit, 1978 ).

Pemerintah pendudukan di bulan itu pula mengundang semua pemimpin
agama Kristen seluruh Menado Syu untuk mengadakan pertemuan di Manado.
Yang hadir waktu itu adalah para rohaniwan pribumi dari organisasi GMIM, RK,
Pinkster Gemeente, Pinkster Beweging, Bala Keselamatan, KGPM dan Adventis.
Pada tanggal 26 Juni 1942, pertemuan itu menghasilkan terbentuknya Majelis
Agama-agama Kristen (MAK) (DGW Suiluiteng, 1969 ; Palit, 1978 ; Lintong, 1978 ).
Setahun kemudian MAK dibubarkan bersamaan dengan tibanya beberapa pendeta
dan pastor orang Jepang antara 1943-awal 1944. Pada tanggal 12 Januari 1944
dibukalah pertemuan para rohaniwan selurvh Menado Syu yang dihadiri oleh para
rohaniwan orang-orang Jepanq. Pada akhir periemuan 30 Januar 1944, terben-
tuklah satu organisasi persatuan pengganti MAK vang disebut Menado Syu
Kirisutokyo Kyookai (MSKK) atau Persatian Agama Kiisten Sulawesi Utara
(PAKSU). Sebagai Ketua PAKSU ialah seorang pendeta Jepang bemama DS.
Hamazaki (Palit, 1978 ; Taulu, 1950).

PAKSU melaksanakan program usaha-usaha bersama yang sifatnya per-
satuan agama. Diadakanlah Rensei Koosyuukai atau latihan kilat bagi para
pemimpin agama-agama, yang diselenggarakan dari satu distrik (Gun) ke distrik
yang lain. Berturut-turut diadakan rensei di Manado September 1944, Tondano
September 1944, Motoling Maret 1945, Papakelan Tondanc 19-26 Maret 1945
Ranolambot mei 1945 serta di beberapa tempat lainnya (Tauilu, 1950 ).

Tentang bidang komunikasi massa, secara umum terbagi atas komunikasi
darat, laut dan udara serta melalui mass media berupa surat menyurat, surat kabar,
radio dan sebagainya. Komunikasi darai sudah diurakan di depan sedangkan
komunikasi laut dan udara seluruhnya dikuasai dan dipergunakan umtuk kepen-
tingan Jepang. Hanya para petugas sipié dan militer saja yang dibolehkan mem-
pergunakan sarana komunikasi laut dan udara sesuai perintah Jepang.

Walaupun demikian, namun pemerintah Pendudukan masih memberikan ke-
sempatan adanya perhubungan melalui pos. Sejak masa penjajahan Belanda,
organisasi GMIM telah membuka daerah pekabaran Injil di luar Minahasa vyaitu di
Sulawesi Tengah. Selama masa pendudukan .=2pang, tetap ada hubungan melalui
pos dengan pendeta N.S. Tirie yang memimpin daerah pengutusan Injii Sulawesi
Tengah. Tambahan lagi GMIM mendapat perkunjungan dari Ds. Myahara dari
Jepang pada 16-23 Juni 1842 yang mengakibatkan dimantapkannya kembali GMii
sebagai organisasi gereja di Minahasa (Lintong, 1978 ).

Mengenai surat kabar yang pemah terbit di Minahasa dapat dibag: atas yang
ditutup menjelang kedatangan tentara Jepang dan yang tetap terbit atau diterbitkan
selama masa pendudukan berlangsung. Yapg ditutup menjelang kedatangan
Jepang antara lain (Manus, dkk, 1978) :

1. Keng Hoa Poo, mingguan, 1923-1941, pimpinan Liem Hermanses;

2. Pedoman Tani, bulanan, 1925-1941, pimpinan Ch. Manaroinsong;

3. Suara Pikat, bulanan, 1925-1942, pimpinan Ny. Loing-Kalangi, Nn, Waworuntu,
Ny. Pelengkahu, Ny. Wenas, Ny. Winter-Denga, Nn. Sumolang, Ny. Moningka-
.Singal,



4. Omhoog, majalah pemuda berbahasa Belanda, 1928-1941, pimpinan E.
Katoppo;

5. Menara, mingguan, 1934-1941, pimpinan DR. G.S.S.J). Ratulangi dan O.H.
Pantouw;

6. Taman Ibu, majalah wanita suara PKIKM-GMIM, 1937 - 1941, pimpinan Ny.
Wenas, Ny. Moningka;

7. Weekblad Manguni, majalah mingguan, 1939-1941, pimpinan dr. Ch. Singal;

8. Utusan, bulanan, 1940-1941, pimpinan W. Kandou.

Yang tetap terbit dan yang diterbitkan dalam masa pendudukan Jepang adalah

sebagai berikut :

1. Berita Geredja, 1935-1955, oleh Sinode GMIM;

2. Sinar Baru, 1941-1956, pimpinan Henk Lumanauw dan Jan Torar;

3. Matahari Terbit, harian, 1942-1943, sebagai suara pemerintah pendudukan
Jepang di Menado Syu.

Di daerah Sgngir Talaud, keadaan pendidikan pada masa pendudukan Jepang
berjalan seperti biasa. Hanya saja sudah tentu tidak luput dari beberapa perubahan
seperti antara lain semua Sekolah Rakyat, baik sekolah gubernemen 5 kelas,
sekolah gubernemen 3 kelas dan sekolah Zending, diganti namanya menjadi
Sekolah Rakyat. Sebagian dari SR itu ada yang terutama terdapat di Ibukota
Kejoguguan (Fukugun = kecamatan sekarang), dijadikan Sekolah Rakyat 6 kelas.
Cemikianlah terdapat beberapa perubahan vaitu :

a SR yang tadinya sebagai sekolah gubernemen 5 kelas jadi SR Negeri 6 kelas;
b. SR yang tadinya sekolah gubernemen 3 kelas menjadi SR Negeri 6 kelas;
c. SR yang tadinya sebagai sekolah Zending menjadi SR Masehi 6 kelas.

Semua SR Negeri tersebut peoint a dan b urusan pembiayaannya termasuk gaji
guru ditangani oleh pemerintah pendudukan. SR Masehi (tersebut c) pengurusan-
nya ditangani oleh Pengurus Umum Sekolah Masehi (PUSM) dengan mendapat
bantuan berupa subsidi dari pemerintah pendudukan antara lain gaji guru-gurunya
(Monagrafi Daerah).

Perubahan fain terdapat pula di bidang kurikulum. Jika pada masa kolonial
Belanda, sekolah berorientasi untuk kepentingan penjajahan Belanda melalui mata
pelajaran yang diajarkan, maka pada masa pendudukan Jepang ditujukan kepada
kepentingan Jepang. Selain “tiga M" (membaca, menulis, menggambar), juga
diajarkan bahasa dan huruf Jepang, baik Katakana maupun Hif'agana. Di samping
itu ada pembinaan mental yang sangat diutamakan sebagai latihan dasar kemi-
lteran Jepang (Monografi Daera; Manatar).

Tujuan pendidikan pada masa itu tidak lain adalah untuk membuda yakan dan
memenangkan tujuan perang Jepang. Sehubungan dengan tujuan tersebut maka
khusus di bidang pendidikan, Jepang mengam bil langkah-langkah antara lain
(Tingginehe, wawancara 18-9-1979 ; Lumeling) :

1. Murid-murid diajarkan berbahasa Jepang;

2. Sebagian besar pendidikan jasmani diberikan secara militer (bersifat militer);

3. Lagu kebangsaan Jepang juga diajarkan di sekolah-sekolah di samping kepada
masyarakat;



4. Pendidikan yang diberikan oleh Jepang terutama adalah Seinendan dan
Seinentai seperti misalnya Seinendan di Beo dan Seinentai di Lirung.

Sedangkan keadaan pendidikan pada masa itu dapat dikatakan sangat
menyedihkan karena alat tulis menulis tidak ada. Karena buku tulis tidak ada, maka
murid-murid terpaksa menulis di batu tulis dengan pecahan batu tulis. Guru-guru
yang mengajar adalah guru- guru yang dulunya bertugas pada masa pemerintahan
Belanda ditambah guru-guru hasil pendidikan Jepang. Sekolah-sekolah juga hanya
terbatas pada Sekolah Rakyat sedangkan sekolah lanjutan belum ada sama sekali
{Lumeling). - e

Kemudian ketika Jepang muiai mengalami pukulan akibai kekalahannya dalam
perang (+ 1942/1943) maka keadaan dalam bidang pendidikan inipun mulai
mengalami kemunduran di sana sini. Sekolah-sekolah tidak lagi berjalan seperti
biasa. Rakyat disuruh menyingkir ke hutanshutan sehingga anak-anak disan
terpaksa ditam pung di tempai-tempat yang terlindung di mana mungkin untuk
menerima pendidikan.

Jumlah sekolah di waktu itu tidak bertambah jumlahnya dibandingkan dengan
zaman Belanda, malah ada yang terpaksa harus ditutup karena kesulitan dan
tekanan ekoriomi. Hal ini karena hasil bumi berupa kopra dan pala yang merupakan
sumber penghasilan rakyat tidak ada harganya di pasaran. Tambahan lagi adanya
gangguan kesehatan akibat ketiadaan obat-obatan. Bahan-bahan kebutuhan pokok
terutama sandang pangan yang sukar diperoleh, sangat mempengaruhi kehidupan
pendidikan. Dengan demikian tidaklah heran .jika jumlah murid mulai berkurang,
guru-guru banyak yang berhenti mengajar terutama karena tiadanya jaminan sosial
baik dari pemerintah pendudukan maupun dari badan penyelenggara sekolah yang
bersangkutan. Terhentinya jaminan sosial berupa gaji menyebabkan ada sekolah
yang menggantinya dengan bahan-bahan in natura (hasil bumi) sepenti ubi, pisang
dan lain-lain. Namun ada juga yang tetap bertahan karena didorong atau merasa
terpanggil sebagai guru yang merasa cinta akan bangsa sendiri. Dengan ber-
hentinya guru-guru yang berijazah guru maka lowongannya diisi oleh mereka yang
bukan berijazah guru karena juga merasa terpanggil untuk mendidik bangsanya
sendiri, sama halnya dengan guru-guru yang tidak mau ‘ikut berhenti. Bersama-
sama mereka hanya memperoleh jaminan sosial berupa bahan makanan yang
diberikan oleh para orang tua murid secara suka rela pula (Monografi Daerah;
Madonsa, wawancara 18-9-1979 ; Sigarlaki dkk, 1977).

Dalam hal kebudayaan khususnya di bidang kesenian, maka di samping
cabang-cabang kesenian asli yang sudah ada sebelumnya (seperti tari gunde, salo,
tengko, upase, alabadiri, ransasahabe dan lain-lain), muncul pula cabang kesenian
baru di bidang seni tari yakni tari masiroki, tari ampa wayer dan tari ronggeng. Tari
ampa wayer adalah tarian yang memakai komando diiringi gerakan seperti pesawat
terbang jenis B-29 (milik Sekutu) yang sering terlihat pada waktu itu. Tari ronggeng
sejenis tari ampa wayer juga hanya diiringi oleh komando-komando yang disebut
ronggeng (terutama di daerah Talaud). Sedangkan tari masiroki ditarikan dengan
memakai tongkat diiringi sebuah nyanyian bahasa Jepang yakni nyanyian Masiroki.
Tarian-tarian ini kemudian sering dipertandingkan antar sekolah-sekolah maupun



muda mudi dan angggota kelompok-kelompok masyarakat lainnya (Tatimu, 1975;
Sigariaki dkk, 1977, Amiman, wawancara 14-9-1979; Madonsa, wawancara 18-9-
1979; Tingginehe, wawancara 18-9-1979).

Ideidaenthaud,padawdmnutehhd&endtaﬁanaddequd
berupa tari kipas, tanam padi, lenso dan lain-lain. Di bidang seni kriya, masyarakat
waktu itu telah dapat membuat pakaian dari serat manila (manila hennep) dicampur
dengan serat nenas dan benang kapas dari Jepang. Pakaian adat hasil kombinasi
serat ini oleh masyarakat Talaud dinamakan “lologga’ (Binilang, wawancara
20-9-1979).

Dalam bidang komunikasi, sangat sulit keadaannya. Alat komunikasi antar
pulau hanya dipakai perahu layar, perahu londe, perahu pelang (jenis-jenis perahu
bercadik), sedangkan motor laut tidak ada. Pembuatan perahu-perahu makin
digiatkan sejak dilakukannya pemboman-pemboman oleh pihak Sekutu, di mana
setiap Fukugun (kejoguguan = kecamatan) diusahakan pembuatannya atas perintah
Jepang. Surat menyurat tidak ada kecuali surat menyurat khusus untuk kepentingan
Jepang. Perintah-perintah di bidang pemerintahan sipil hanya disampaikan kepada

Di daerah Bolaang Mongondow, sebelum Jepang masuk terdapet sekoiah-
sekolah bak yang diusahakan oleh pemerintah, landschap maupun swasta. Yang -
termasuk diusahakan oleh pemerintah disebut sekolah gubememen. Jenis sekolah
ini terdapat di seluruh Onderafdeefing di empat kerajaan yang ada yakni Kerajaan
Bolaang Mongondow, Kerajaan Bolaang Uki, Kerajaan Bintauna dan Kerajaan
Kaidipang Besar. Yang termasuk sekolah gubememen yakni BVS (Bestuurs
Volkschoof) 3 tahun, Vervoigschool 4 dan 5 tahun dan Vervolk Onderwijzers 2
tahun. Sekolah landschap yaitu sekolah yang dikelola oleh kerajaan dan dibiayai
oleh kerajaan. Jenis- jenis sekolah seperti ini terdapat di kerajaan-kerajaan di sana.

Yang termasuk sekolah swasta yaitu yang dikelola oleh Zending (Sekolah
Zending) yang dikelola oleh BPPI dan yang dikelola oleh Neutrale Particuliere
School (NPS). Sekolah Zending umumnya 3 sampai 5 tahun, diasuh oleh NZG dan
memperoleh subsidi dari kas landschap maupun kas Onderafdeeling. Sekolah
Islamiyah diasuh oleh BPP{ (Balai Pendidikan dan Pengajaran islamiyah) yang
dibentuk oleh PSII (Partai Serikat Islam Indonesia) Cabang Bolaang Mongondow.
Neutrale Particuliere School (NPS) diasuh oleh badan swasta yang dipimpin oleh
AE. Lewu.

Dengan didudukinya Bolaang Mongondow oleh Jepang, maka semua sekolah
baik yang dulunya dikelola oleh pemerintah kolonial (sekolah gubernemen),
landschap, maupun swasta diambil alih menjadi sekolah pemerintah Jepang.
Semua sekolah itu memberikan Pelajaran bahasa dan kebudayaan Jepang sebagai
mata pelajaran waijib. HIS yang didirkan Zending tahun 1911 diambil alih oleh
landschap menjadi HIS Landschap dan pada masa pendudukan Jepang dijadikan
sekolah menengah yang disebut Cogo Cugakko dipimpin oleh Hara Si Seikan,
dengan para gurunya antara lain Warouw, E.P. Suling dan E. Wagey. Pada masa
itu di Kotamobagu terdapat sebuah sekolah Cina yang bernama Yok Chae School
pimpinan min Ho. Bahasa Belanda dilarang diberikan di semua sekolah. Penilik
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Sekolah atau Shigakuin yang diangkat Jepang masa itu bemama Cons Senduk.

" Di bidang kesenian, Jepang mewajibkan kesenian dansa dalam setiap pesta.
Kesenian dansa menjadi salah satu acara dalam setiap pesta waktu itu. Rakyat
yang menghadiri pesta-pesta waijib ikut acara dansa dan bagi mereka yang tidak
mau ikut dianggap sebagai mata-mata musuh. Pada setiap pesta, tarian yang juga
sering dibawakan adalah tari dana-dana, termasuk pula dalam pesta perkawinan
atau mengadakan selamatan menaiki rumah baru atau selesai memetik padi. 7

Menjelang masuknya Jepang, di Kotamobagu dibentuk suatu badan yang
disebut Badan Proto Sinode yang bermaksud untuk mendirikan gereja yang berdiri
sendiri lepas dari Gereja Protestan’Indonesia (GP1) atau Indische Kerk. Badan yang
diketuai oleh J. Pandegirot itu, didirikan tahun 1940. Ketika J. Pandegirot mengun-
durkan diri, ia diganti oleh Guru E. Tampemawa yang bertugas sampai masuknya
Jepang. Badan ini dibantu oleh seorang rohaniawan Belanda yang bekerja bagi
Zending di Bolaang Mongondow yakni Pendeta H.J. Nijenhuis. Pendeta Belanda ini
ditapgkap Jepang bersama isterinya pada tanggal 12 Januari 1942 dan ditawan di
pe"niara Manado. Dengan demikian selama masa pendudukan Jepang, Zending di
Bolaang Mongondow dipimpin oleh pendeta-pendeta pribumi antara lain Pendeta
Luther Kolopita dan Pendeta P. Kolopita (Rumagit, 1979).

Pimpinan Badan Pekerja Proto Sinode kemudian dijabat oleh H. Lumanauw
dan kemudian kembali dipegang oleh J. Pandegirot. Kebaktian-kebaktian berjalan
seperti biasa walaupun Jepang melarang mengadakan khotbah. Banyak inventaris
dan sebagian uang kas gereja dirampas oleh Jepang. Dalam masa pendudukan
Jepang, pemeluk agama Kristen di Bolaang Mongondow tercatat 16 ribu orang,
terdiri dari 7000 orang Minahasa, 5000 orang asal Sangir Talaud dan 4000 orang
asli Bolaang Mongondow (Manus, 1978 ; Rumagit, 1979 ; ALE.-Lewu, wawancara
19-9-1979).

Di daerah Gorontalo, pada masa pendudukan Jepang, sekolah-sekolah
berjalan seperti biasa hanya setiap sekolah wajib memberikan pelajaran bahasa
dan kebudayaan Jepang. Bahasa Indonesia tetap dijadikan bahasa pengantar,
sebaliknya dilarang mempergunakan Bahasa Belanda. Dengan. demikian maka
kedudukan bahasa Indonesia menjadi penting dan karenanya semakin
berkembang.

Semua sekolah tingkat SR diinstruksikan berjalan seperti biasa. Kemudian
Jepang membuka sekolah-sekolah lanjutan, antaranya yang dinamakan Sho Gakko
(Sekolah menengah pertama umum) dan sekolah menengah kejuruan. Sekolah
lanjutan satu-satunya di Gorontalo didirikan di kota Gorontalo dé tahun 1942 yang
disebut Tooko Gakkuen (Taman Pelajaran Cahaya Timur). Gedungrya menempati
gedung sekolah milik HCS atau SMA Negeri sekarang. Sekolah #u kira-kira
setingkat dengan SMP dengan mata Pelajaran melulu ekonomi (Polontalo, 1977 ).

Tahun 1943 didirikan Sekolah Ekonomi Pertanian atau Noomin Doojoo 3 tahun
bertempat di desa Bongoime kecamatan Kabila. Sekolah ini sebagai tempat
mendidik penyuluh pertanian yang akan ditempatkan di desa-desa untuk meng-
ajarkan cara-cara pengolahan tanah pertanian secara intensip (pemakaian pupuk,
teknik pengolahan tanah dua kali setahun untuk mempertinggi produksi pertanian
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dan sebagainya). Pada tahun #u juga didirikan sebuah sekolah guru yang disebut
Yoo Seijoo. Juga sekolah pertukangan atau Ko Ngio untuk mendidik tenaga-tenaga
yang trampil di bidang pertukangan. Sekolah Kasei (kira-kira setingkat SKKP)
didirikan untuk mendidik wanita dalam berbagai ketrampilan rumah tangga. Sekolah
milik swasta misalnya Sekolah Islam tetap ada antara lain Madrasah Muhamma-
diyah di Potanga dan Wongkaditi, juga Taman Pendidikan Az Zakirat di Heledulaa
(Tartio Po Oe, wawancara, 7-9-1979).

Warisan seni budaya daerah Gorontalo sejak zaman dahulu tetap tumbuh,
berkembang dan dipelihara oleh masyarakat. Pada masa pendudukan Jepang, seni
budaya daerah tetap berkembang dalam masyarakat terutama dalam hal adat
istiadat Uduluwo lou Limo lo Pohalaa (Dari dua hingga jadi lima kerajaan yang
berserikat), maksudnya menjelaskan tentang adat istiadat kerajaan-kerajaan di
Gorontalo, dimulai dari waktu jumlahnya hanya dua kemudian berkembang menjadi
lima kerajaan (hingga masuknya Beianda). Adat istiadat dimaksud, walaupun
kerajaan sudah dihapuskan sejak tahun 1889 (sesuai Staatsblad 1889 No. 96 dan
No. 250), namun tetap dipertahankan bahkan menjadi sendi kehidupan kemasya-
rakatan di daerah Gorontalo (Manus, dkk 1978 ; Liputo XII, 1949: Haga, 1931).

Kegiatan-kegiatan sosial budaya khususnya dalam kegiatan gotong royong
seperti motutulungia (tolong menolong sesama manusia) dan dembulo (bantuan
atau sumbangan bagi keluarga yang berduka), tetap berlangsung seperti biasa.
Demikian pula halnya dengan seni budaya seperti mobarajanji, momalebohu,
pakadanga, mojorngge, tonggobi dan molinggolo (Hintulangi Nadjamuddin, wawan-
cara 3-9-1979). Dapat ditambahkan bahwa hampir 100% penduduk Gorontalo
beragama !slam. Namun kepercayaan lama seperti kepercayaan kepada makhluk
halus (motolohuta), kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan gaib dan sakdi
(hulobalangi), tetap dimiliki oleh masyarakat di sana (Tumenggung Sis dkk, 1977 :
39) Manus dkk, 1978).

Datam bidang komunikasi massa, khususnya surat kabar, terdapat beberapa
yang diterbitkan di daerah Gorontalo. Antaranya harian Kesatuan di bawah asuhan
Sjarifuddin Panigoro;, Persaudaraan di bawah asuhan Karel Panamon; juga Suara
Pemuda dipimpin oleh M.S. Ointu, George Bokings dan Azis Hipy (Anwar Haras,
wawancara 7-9-1979). '

Para langganan sekalian surat kabar itu pada umumnya adalah guru-guru
serta mereka yang tahu dan mengikuti tingkat perjuangan kemerdekaan di masa itu.
Untuk mengantarkan surat kabar kepada para langganan yang tersebar di
desa-desa dipakai kuda sehingga disebut pos kuda. Hal ini karena kondisi jalan
yang kurang baik untuk jenis angkutan lainnya sehingga hanya cocok dengan
berkuda. Kalau sebelumnya kaum nasionalis sudah puag dengan berlangganan su-
rat kabar dari Jawa, Medan dan Aceh, maka adanya surat kabar daerah dirasa
sangat perlu untuk menyampaikan kepada rekan-rekan mereka yang tersebar di
desa-desa, walaupun dalam format atau ukuran yang sangat sederhana sekalipun.
Dengan masuknya Jepang maka semua surat kabar di atas masih diperkenankan
untuk terbit beberapa kall lagi. Akhimya dilarang terbit dan pemerintah pendudukan
menggantinya dengan Kodomo Shinbun yang merupakan majalah berbahasa
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Jepang dan bahasa Indonesia.

D. INTERAKS!I DI DAERAH DENGAN KEGIATAN ORGANISASI - POLITIK/-
SOSIAL DAN KEJADIAN BERSEJARAH TINGKAT NASIONAL. :

Sebelum pendaratan dilakukan, Jepang aktip menyiarkan propaganda politik
melalui Radio Tokyo yang dapat ditangkap sampai di daerah ini. Dikatakan bahwa
Jepang hendak memerdekakan bangsa-bangsa Asia dari tangan penjajah Barat
‘termasuk bangsa Belanda. Oleh karena itu dianjurkan hendaknya rakyat Indonesia
menyambut kedatangan Jepang sebagai sesama bangsa Asia dengan Jepang
sebagai "saudara tua’. Dan dengan.pimpinan Jepang hendak diwujudkan "Kemak-
muran Bersama Asia Timur Raya®.

Ketika Jepang mendarat 8i daerah ini, berkumandangiah propaganda
*Jepang-indonesia sama-sama ne" yang maksudnya yakni hendak menerangkan
bahwa Jepang dan Indonesia adalah berkulit sama dan telah datang sebagai
pembebas dari bangsa yang berkulit putih, dalam hal ini Belanda. Juga ada sem-
boyah ‘“Nippon-indonesia joto® maksudnya persekutuan antara Jepang dan
Indonesia adalah baik demi kepentingan bangsa-bangsa Asia khususnya bangsa
Indonesia, serta semboyan-semboyan lainnya yang dikumandangkan di mana-
mana. Tidak sedikit rakyat Indonesia di Sulawesi Utara ini yang segera termakan
oleh propaganda/semboyan di atas dan menganggap bahwa Jepang memang
bersungguh-sungguh untuk melepaskan Indonesia dari tangan penjajah Belanda.

Toko-toko asing dibuka dengan paksa dan rakyat disuruh mengambil akan
isinya (Palit, 1978 ) sedangkan bendera Merah Putih diizinkan berkibar di samping
bendera Hinomaru. Bendera Merah Putih berturut-turut dikibarkan di Tahuna 10
Januari 1942, di Gorontalo 23 Januari 1942 bahkan juga sampai di Sulawesi
Tengah (Manus, 1978 ). Di Minahasa para tokoh nasionalis membentuk *Komite 9°
untuk mengambil alih pemerintahan dari tangan Belanda tetapi kemudian dibu
barkan Jepang dan kepada para pegawai sipil masa Belanda diperintahkan untuk
tetap bekerja seperti biasa. Para tawanan politik masa Belanda dibebaskan oleh
Jepang antaranya ialah G.E. Dauhan, O.H. Pantouw, M.B. Tumbe! dan J.U.
Mangowal yang kemudian menggerakkan rakyat untuk membantu Jepang (Tauly,
1950 ; Wowor, 1977). :

Ketika pemerintahan Pendudukan mulai mantap, maka rakyat mulai lagi hidup
seperii sebelum adanya pemerintahan Jepang. Kegiatan olah raga diaktipkan lagi
dan tidak dihalang-halangi oleh pemerintah pendudukan bahkan mendorong di-
lakukannya kegiatan-kegiatan seperti itu termasuk kesenian.

Dalam bulan juni 1942, lapangan sepak bola di Tikala Manado menjadi ramai
lagi dengan pemuda-pemuda pria dan wanita yang mengadakan kegiatan-kegiatan
olah raga secara sendiri-sendiri. Kegiatan para pemuda ini menarik perhatian para
pembesar Jepang sepeiti Kodama dan Kato yang kemudian turut terjun dan lang-
sung turut melatih para pemuda di sana. Untuk menyalurkan minat para pemuda
dalam bidang olah raga, maka kedua orang Jepang itu mengi nisiatipkan pemben-
tukan wadah organisasi olah raga pemuda, bersama-sama seorang tokoh bernama
Mononutu. Dengan pimpinan Kodama, Kato dan Mononutu, maka pada 15 Juli



1942, terbentukiah di Manado suatu badan keolahragaan, Hadir dalam pertemuan
pembentukan itu, kira-kira 30 tokoh pemuda dari selurch Minahasa.

Tahun 1943, wadah keolahragaan itu diperiuas lagi dengan mencakup juga
bidang kesenian. Wadah inilah yang mengadakan Pekan Olah Raga dan Kesenian *
pada 1 - 14 Okiober 1943. Pekan tersebut diadakan di lapangan Sparta Tikala
Manade dan juga mempergunakan gedung pemerintahan kota (Menado Si) di
bagian Timur lapangan tersebut Pekan tersebut turut diikuti oleh kontingen-
kontingen yang datang dari seluruh Keresidenan (Menado Syu). Mereka datang
untuk mengikuti pertandingan catur, sepak bola, basket, tinju, brigde, yudo, kendo,
silat, bilyard dan sebagainya. Pertandingan kesenian meliputi menyanyi, orkes
keroncong, dansa, termasuk orkes keroncong, kecantikan dan seni lukis. Di-
rencanakan akan diadakan pula Pekan Olah Raga dan Kesenian tahun 1944 ietapi
tidak dapat terlaksana berhubung semakin gentingnya situasi peperangan, di mana
Manado dan kota-kota lainnya di Minahasa mendapat giliran pemboman oleh pihak
Sekutu (Taulu, 1950).

Sebagai tambahan dalam bidang pendidikan, sebagaimana sudah dikemu-
kakan di depan, semua sekolah diambil alih oleh pemerintah pendudukan menjadi
sekolah pemerintah. Tanggal 5 Maret 1942 di Manado dibuka Menado Nippon Go
Gakko |, pada 28 Maret 1942 dibuka Menado Nippon Go Gakko I, bulan April di
Kakaskasen didirikan Noomin Dooyoo, 3 Nopember 1942 didirikan di Manad satu
Menado Gaku En. Tahun 1243 di Manado didirikan Menado Cuu Gakko, Tondanoc
Cuu Gakko, Tomohon Syihan Gakko dan Tondano Kyooin Yoosei Syo. SR zaman
Belanda disebut Koo Gakko (Sompie, 1979). '

Usaha-usaha menanamkan semangat pro Jepang dilakukan pada semua -

tingkat pendidikan dan di seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengimbanginya,
maka tokoh-tokoh nasionalis di Minahasa antaranya Arnold Mononutu, 3.W. Lapian,
G.E. Dauhan, O.H. Pantouw dan AB.H. Waworuntu, senantiasa mengingatkan
rakyat terutama para pemuda, agar lidak sampai terpengarsh sedemikian rupa
sehingga melupakan sasaran perjuangan nasional mencapai kemerdekaan. Usaha-
vsaha mereka telah menghasilkan-terbentuknya AMI {Angkatan Muda Indonesia) di
Manado sekitar 1943-1944. Untuk menyelubungi maksud AMI yang hendak
memperjuangkan kemerdekaan, maka AMI mengadakan kegiatan-kegiatan olah
raga dan secara diam-diam para tokoh di atas membina semangat kemerdekaan
kepada para anggotanya. Keanggotaan AMI terbatas di sekeciah saja yakni pada
Menado Nippon Go Gakko | dan Il. Mereka yang menjadi anggoia antara lain Elsje
Dauhan, Kitty Dauhan, ida Pantouw, Eddy Gagola, John Rahasia, Fried Pareng-
kuan, Filip Parengkuan, Bert Salaki, Net Rambing, Dee Rambing, Kari Lolong dan
lain-lain di mana beberapa anggota AMI ini kemudian menjadi unsur utama dalam
organisasi BPNI yang dibentuk akhir Agustus 1945 (Sompie, 1979 : Wowor, 1977 ;
Bujung, 1971).

Tentang interaksi di daerah Sulawesi Utara dengan kegiatan organisasi poli-
tik/sosial dan kejadian bersejarah di tingkat nasional, dapat diikuti melalsi sejumiah
organisasi yang dibentuk selama masa pendudukan Jepang di daerah ini. Sekalian
organisasi tersebut, berturut-turut akan disampaikan berikut ini
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1. GERAKAN TIGA A

- Di tingkat nasional, Gerakan Tiga A dipimpin oleh Mr. Raden Samsudin.
Gerakan Tiga A dibentuk 29 April 1942 di Jakarta bertepatan dengan hari lahir
Kaisar Hirohito. Gerakan ini bekerja dengan satu semboyan yakni "Nippon Cahaya
Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia’. Propaganda utama dari
Gerakan Tiga A yaitu "melepaskan bangsa Asia dari genggaman Barat® (Sihombing,
1962).

Di daerah Sulawesi Utara, propaganda Gerakan Tiga A ini dikumandangkan di
mana-mana. Semboyan gerakan sebagaimana di atas selalu menjadi bahan pidato
para pemimpin tentara pendudukan maupun aparatur pemerintahan sipiinya
Namun di Minahasa sendiri, sebagai pusat pemerintahan pendudukan, tidak pemah
diketahui diben tuknya organisasi Gerakan Tiga A dimaksud.

Di daerah Gorontalo, setelah masuknya tentara Jepang 6 Juni 1942, tidak
lama kemudian dibentuk organisasi Gerakan Tiga A yang dengan semboyan-
semboyannya, berusaha untuk membangkitkan tekad rakyat agar mendukung dan
bertiri sepenuhnya di belakang pemerintahan pendudukan. Nani Wartabone,
seorang tokoh nasionalis di sana, diajak Jepang bekerja sama mempropagandakan
Gerakan Tiga A. Namun ajakan itu ditolaknya berhubung ternyata Jepang melaku
kan tindakan yang sangat merugikan rakyat Gorontalo antara lain penurunan
bendera Merah Putih awal Juli 1942. Tetapi Jepang tetap melaksanakan propa-
ganda gerakan ini melalui setiap pertemuan kelompok masyarakat terutama dalam
rapat-rapat terbuka yang diadakan oleh Pemerintah Jepang.

Di dua daerah lainnya yakni Bolaang Mongondow dan Sangir Talaud, tidak
terdengar berita dibentuknya gerakan ini oleh rakyat di sana. Untuk daerah Sangir
Talaud, sejak Jepang menguasai daerah ini, mereka melakukan tindakan-tindakan
yang demikian kejamnya sehingga mematikan kemauan rakyat dalam berorganisasi
dan berpolitik. Di bawah kekejaman Jepang itu, rakyat tunduk tanpa berani berbuat
sesuatu untuk menghindarkan kecurigaan pihak Jepang. Walaupun sikap rakyat di
atas dapat dikatakan hanya berlangsung pada permulaan masa pendudukan,
namun hal itu telah menyebabkan rakyat menjadi buta politik/buta organisasi sama
sekali. Tidaklah mengherankan bahwa meskipun Jepang menggembar-gemborkan
-politiknya melalui Gerakan Tiga A, namun kurang mendapat sambutan di sana
Demikian pulalah halnya dengan organisasi-organisasi yang dibentuk kemudian
seperti PUTERA, Keimin Bunka Syidosyo dan sebagainya (Madonsa, wawancara
18-9-1979).

2. Gerakan PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat).

Latar belakang pembentukan PUTERA ini ialah mengarahkan segala kekuatan
dan tenaga rakyat untuk memberi bantuan kepada usaha-usaha mencapai ke-
menangan terakhir bagi Jepang dalam peperangannya melawan Sekutu. Melalui
PUTERA maka Jepang hendak mengajak para pemimpin dan rakyat Indonesia
memikul kewajiban bersama untuk melaksanakan maksud dan tujuan pemerintahan
militer Jepang di Indonesia sampai ke daerah-daerah (Sartono Kartodirdjo dkk.,
1975). ‘



Organisasi Gerakan PUTERA didirikan 1 Maret 1943 dan diresmikan dalam
upacara peringatan setahun jatuhnya Hindia Belanda 9 Maret 1943 di Jakarta.
Gerakan PUTERA dipimpin oleh tokoh-tokoh nasionalis Indonesia tetapi berada di
bawah penilikan yang keras dari Jepang. Para tokoh itu dikenal sebagai "Empat
Serangkai® yakni Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, Ki Hadjar Dewantoro dan
Kiyai Hadji Mas Mansur (Sihombing, 1962 ).

Di daerah Sulawesi Utara, khususnya hanya ada di daerah Gorontalo. Dua

tokoh nasionalis di sana yakni Nani Wartabone dan A.J. Usman, diajak oleh Jepang
untuk turut memegang pimpinan Gerakan PUTERA tetapi ditolak oleh keduanya
yang mengakibatkan Gerakan ini kurang mendapat sambutan dari rakyat di sana.
Oleh karena itu, maka Gerakan PUTERA tidak lama kemudian dibubarkan oleh
Jepang.

3. KEIMIN BUNKA SYIDOSYO (BADAN PUSAT KEBUDAYAAN)

Di daerah Sylawesi Utara, khususnya di Gorontalo, Badan Pusat Kebudayaan
ini lebih menonjol pelaksanaannya melalui bidang pendidikan. Di mana-mana murid
sekolah menerima gemblengan sedemikian rupa -agar mereka memiliki dan ber-
semangat Jepang. Tradisi lainnya yang harus dilakukan oleh para pelajar itu ialah
wajib mempelajari dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang "Kimigayo® dan
lagu-lagu lainnya dalam melakukan gerak badan (pendidikan jasmani) yang disebut
taiso.

Murid-murid diharuskan melakukan Kinrohosyi (kerja bakti) misalnya memper-
baikimembersihkan jalan-jalan, sekolah, asrama, mengumpulkan bahan-bahan ke-
perluan peperangan berupa makanan dan di samping itu melakukan latihan jasmani
serta latihan kemiliteran. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar di
sekolah-sekolah di samping wajib mempelajari dan menggunakan bahasa Jepang
sebagai mata pelajaran wajib. Para pelajar diharuskan menghormati adat kebiasaan
Jepang.

4. ORGANISASI KEPEMUDAAN (SEINENDAN, SEINENTAI, GAKUKO-TAI)

Di tingkat nasional, gerakan Seinendan diresmikan berdirinya pada 9 Maret
1943 (Sihombing, 1962). Gerakan ini dimulai di pulau Jawa dengan dibentuknya
Jawa Seinendan di kota Semarang, lalu menyebar ke setiap kota dan desa di sana.
Di daerah Sulawesi Utara, sejalan dengan politik pemerintah pendudukan dalam hal
penggemblengan pemuda, juga telah dibentuk barisan-barisan Seinendan di setiap
desa. Yang didaftarkan sebagai anggota Seinendan adalah para pemuda yang
putus sekolah dan diberikan latihan baris berbaris oleh Jepang (Palit, 1978).
Dengan demikian maka khususnya di Minahasa, pada waktu itu terlihat adanya
kegiatan-kegiatan organisasi Seinendan di bawah pimpinan Sonco (kepala desa)
masing-masing. Tugas Seinendan itu adalah membantu Sonco di dalam tugas-
tugas keamanan di desa.

Di daerah Sangir Talaud, walaupun diduduki oleh pasukan-pasukan Kaigun
(Angkatan Laut) tetapi banyak juga dijumpai pasukan-pasukan Rikugun (Angkatan
Darat). Pasukan Kaigun membentuk Seinendan sedangkan pasukan Rikugun



membentuk Seinentai di daerah itu, untuk menampung para pemuda. Usaha per-
tama pembentukan Seinendan dan Seinentai tu dimulai dengan meminta para
Sonco agar mengirimkan dua orang pemuda, yang akan dilatih .oleh Jepang.
Mereka kemudian memperoleh latihan baris berbaris, menjaga keamanan, per-
tahanan, menembak, palang merah, pertanian (membuka kebun) dan lain-lain. Di
kemudian hari ternyata bahwa latihan-latihan yang diberikan kepada para pemuda
melalui Seinendan dan Seinentai ini, dimanfaatkan untuk perjuangan menentang
Belanda. Hal tersebut nyata di bulan Juni 1948 di mana beberapa anggota’bekas
Seinendan dan Seinentai pimpinan Gotfried Ontorael disertai beberapa anggota
antaranya Wando Ontorael, Johan Ontorael, Julius Majore, Encauras Majore,
Abdon Maninggolan dan Ebsan Unsong, berhasil mengibarkan .bendera Merah
Putih. Kejadian itu berlaku di Yalaud yaitu di rumahnya Jafet Amiman di Esang
(Kecamaian Esang). Mereka merebut bendera Belanda lalu merobek warna
birunya, kemudian mengibarkan bendera Merah Putih di sana (Amiman, wawancara
14-9-1979).

Di daerah Gorontalo, ketika Jepang masuk ke sana maka semua organisasi
kepanduan yang ada dibubarkan, kecuali organisasi Pandu SIAP (milik PSIl) dan
Pandu Hizbul Wathon (milik Muhammadiyah) yang masih diperkenankan berdiri.
Akan_tetapi, kemudian sekaliannya dibubarkan dan semua pemuda di sana
ditampung ke dalam organisasi Seinendan. Para tokoh yang aktip dalam Seinendan
bentukan Jepang ini antaranya H. Hipy, Ibrahim Mahmud dan AJ. Usman
(Wantogia, wawancara 6-9-1979). Di Gorontalo, Seinendan didirikan di setiap desa
di mana para pemuda diberikan latihan baris berbaris dan juga latihan dasar
kemiliteran lainnya. Mereka adalah merupakan barisan cadangan yang bertugas
mengamankan garis belakang, apabila peperangan berkecamuk di daerah itu.

Di daerah Bolaang Mongondow, Jepang membentuk pula barisan-barisan
Seinendan. Komandan Seinendan untuk seluruh Bolaang Mongondow Bunken ialah
Bunkiyokan Cous Senduk. Sebagai langkah pertama pembentukannya ialah
mengirimkan empat pemuda untuk dididik di Tomohon (Minahasa). Keempat
pemuda itu masing-masing seorang dari setiap kerajaan yakni :

1. Abdurrachman Mokobombang dari Kerajaan Bolaang Mongondow;
.2. Abdul Rasjad van Gobel dari Kerajaan Bolaang Uki;

3. Raisji Muhamad Datunsolang dari Kerajaan Bintauna;

4. Piet Sompi dari Kerajaan Kaidipang Besar.

Di Tomohon, yang menjadi Komandan Latihan Seinendan ialah Sompi (bukan
yang dikirim dari Bolaang Mongondow) dan sebagai wakil komandan latihan ialah
Wangko Remba Talasa (anak raja Posa). Keduanya langsung bertanggung jawab
kepada kepala Pemerintahan Militer Menado Syu.

Selesai mengikuti latihan, keempat pemuda itu kembali ke Bolaang Mongon-
dow dan melaporkan diri kepada Cous Senduk selaku Bunkiyokan. Selesai melapor,
mereka diperintahkan untuk kembali ke tempatnya masing-masing dan segera
membentuk barisan-barisan Seinendan sampai pada tingkat desa.

Keempat pemuda yang telah mengikuti latihan di atas masing-masing menjadi
Komandan Seinendan di tingkat kerajaan dari mana mereka berasal. Sebagai



komandan, mereka disebut Seinendan Kanji dan mendapat/menjalankan perintah

dari kepala perusahaan Jepang (Toyobo) yang ada pada setiap kerajaan di sana.

Kepala Toyobo tingkat kerajaan dan distrik di Bolaang Mongondow, langsung

bertindak mewakili Bunkenkanrikan Matsuda yang memimpin bekas Onderafdeeting

itu.

. Kemudian dalam pelaksanaannya, Komandan Seinendan (Seinendan Kanji)
untuk kerajaan Bolaang Mongondow Abdurrachman Mokobombang, mendapat
perintah dari Bunkiyokan Cous Senduk, dan pimpinan Toyobo di Kotamobagu dan
Fukugun-fukugun (onderdistrik- onderdistrik) di sana. Di Kaidipang Besar, Seinen-
dan Kanji Piet Sompi mendapat perintah dari pimpinan Toyobo di sana yang dipe-
gang oleh seorang Jepang bernama Matsuda. Di Bintauna, Seinendan Kanji Raisji
Muhamad Datunsolang mendapat perintah dari pimpinan Toyobo di sana yang
dipegang oleh S. Ishida. Demikian pula untuk Seinendan Kanji Bolaang Uki Abdul
Rasjad van Gaobel yang juga mendapat perintah dari pimpinan Toyobo setempat.

Dengan usaha para Seinendan Kanji di setiap kerajaan, maka pada setiap
desa terbentuklah barisan-barisan Seinendan yang dikepalai oleh kepala desa
(Sonco) yang bersangkutan. Dengan demikian maka kepala desa di samping
tugasnya juga merangkap tugas sebagai komandan Seinendan tingkat desa dan
disebut sebagai Seinendanco.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa yang menjadi tugas dari Seinendan
Kanji di setiap kerajaan di daerah Bolaang Mongondow yakni :

1.. Membentuk barisan Seinendan di setiap desa;

2. Setelah Seinendan desa terbentuk, menggerakkannya untuk usaha-usaha di
sektor pertanian antara lain membuat saluran-saluran irigasi;

3. Mengerahkan Seinendan untuk pembuatan jalan dengan membantu pelak-
sanaan tugas dari dinas pekerjaan umum (Sobukuka); antaranya dalam usaha
membuka jalan dari Manado ke Gorontalo melewati daerah Bolaang Mongon-
dow; Pimpinan Sobukuka waktu itu dipimpin oleh Nakamura;

4. Turut membantu rakyat di sektor pertanian terutama pada waktu menanam dan
memetik padi.

Selain tugas-tugas di atas, Seinendan juga ditugaskan untuk membantu
kelancaran perpindahan pasukan yang mempergunakan jalan darat dari daerah
Bolaang Mongondow ke Gorontalo yaitu dengan membantu mengangkat
kebutuhan-kebutuhan perang serta menyediakan konsumsi untuk pasukan-pasukan
Jepang itu.

Para anggota Seinendan bekerja atas dasar sukarela dengan tidak memper-
oleh gaji dari pemerintah pendudukan, selain hanya memperoleh jaminan berupa
rokok, makanan selama bertugas, serta diberikan pakaian dari bahan “kain blaco"
atau “strep Jepang®'. Berbeda dengan romusya, para anggota Seinendan tidak
dikirimkan ke luar wilayah pemerintanhan kerajaan masing-masing. Bagi para
anggotanya, tidak didaftarkan lagi sebagai tenaga kerja paksa di perkebunan-
perkebunan kapas dan yute dan juga tidak diberikan tugas turut menjaga keamanan
di desanya masing-masing (R.M. Datunsolang, wawancara 12-9-1979).



5. ORGANISASI KEMILITERAN / SEMI MILITER
KEIBODAN

Untuk membantu tugas-tugas keamanan dari kepolisian Jepang, maka mereka
membentuk suatu barisan pemuda yang pada mulanya di Minahasa disebut
Bogodang. Para pemuda yang terdaftar dalam Bogodang kemudian Keibodan ini,
diberikan latihan kemiliteran dan kepolisian. Dalam bidang kemiliteran, mereka
dilatih memegang dan mempergunakan senjata yang selama latihan berlangsung,
sebagai senjata dipakai sebuah bambu runcing. Dalam bidang kepolisian, mereka
dilatih menjaga keamanan dalam desa. Latihan-latihan tu dimaksudkan untuk
menghasilkan pemuda-pemuda trampil yang bersemangat Jepang untuk membantu
tugas-tugas kepolisian dalam menjaga dan meningkatkan keamanan di lingkungan
di mana mereka berada. Di Minahasa, Keibodan tingkat desa dikordinir dan
dipimpin oleh kepala desa (Sonco), sama halnya dengan pemuda-pemuda yang
tergabung dalam Seinendan (Palit, 1978 ).

Di daerah Sangir Talaud, Jepang juga mengadakan pendaftaran pemuda-
pemuda setiap desa untuk dididik menjadi anggota Keibodan yaitu sebagai barisan
pembantu polisi. Untuk tingkat kejoguguan (Fukugun = kecamatan sekarang),
dibentuk oleh Jepang suatu barisan pembantu polisi yang mereka sebut “jumpo’
(Madonsa, wawancara 18-9-1979 ; Binilang, wawancara 20 - 9 - 1979; Nugroho,
; Tompo, wawancara 14-9-1979).

Di daerah Talaud yang menjadi Raja (Suco) ialah Koagouw. Ketika Jepang
memberikan instruksi kepada para Suco di seluruh Sangir Talaud untuk mendaf-
tarkan pemuda-pemuda yang akan memperoleh latihan kemiliteran, Suco Koagouw
mempergunakan kesempatan itu untuk memperoleh pemuda-pemuda teriatih militer
yang akan dipergunakan melawan Jepang. Terdaftarlah kira-kira 60 pemuda dari
kerajaan Talaud yang akan mengikuti latihan itu. Untuk menyembunyikan maksud
yang dikandung raja itu, maka para pemuda tersebut didaftarkan di bawah kode
*MX" yang berarti musuh atau mata-mata musuh. Tapi malang tak dapat ditolak
untung tak dapat diraih, kode *MX" itu berhasil diketahui oleh Jepang. Suco
Koagouw segera ditangkap, disiksa, diinjak-injak lalu dimasukkan ke dalam penja ra
karena dituduh mempersiapkan pemuda yang akan melakukan tugas sebagai
mata-mata musuh. Setelah lewat beberapa hari, Jepang menyatakan bahwa raja
tersebut telah hilang, melarikan diri entah ke mana perginya (Lumeling, ; Amiman,
wawancara 14-9- 1979).

Di daerah Gorontalo, Jepang membentuk pula barisan-barisan pemuda yang
tergabung dalam Keibodan. Sebagai pasukan semi militer, para Pemuda itu di-
harapkan turut serta dalam sistem pertahanan Jepang melawan Sekutu. Hal ini
ditempuh oleh Jepang berhubung kemunduran-kemunduran yang dialaminya dalam
peperangan melawan Sekutu. Para pemuda yang memiliki semangat nasionalisme
Indonesia itu kelak nantinya akan turut serta bersama-sama Jepang mempertahan-
kan tanah air sendiri melawan setiap ancaman yang akan datang.

Di daerah Bolaang Mongondow, organisasi Keibodan yang ada di sana di-
bentuk oleh Jepang dengan mempergunakan jalur pemerintahan kerajaan, sama
halnya dengan di daerah Sangir Talaud. Para pemuda yang selesai mengikuti
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latihan-latihan kemiliteran melalui Keibodan, ditugaskan menjaga keamanan di
desanya masing-masing. Yang mengkordinir Keibodan di desa-desa ialah para
Sonco masing- masing. Di tingkat Fukugun dan Gun, Keibodan dipimpin oleh Fuku-
gunco atau Gunco yang bersangkutan, yang bertugas membantu polisi di tingkat
Fukugun atau Gunco tersebut. Untuk tingkat Kerajaan, maka Keibodan dipimpin
oleh kepala polisi kerajaan yang ditugaskan untuk mengatur pelaksanaan tugas
Keibodan di wilayahnya. Polisi Kerajaan sejak zaman Belanda, ada di setiap keraja-
an yakni Kerajaan Bolaang Mongondow, Kerajaan Bolaang Uki, Kerajaan Bintauna
dan Kerajaan Kaidipang Besar. Di tingkat Bunken maka Keibodan dipimpin lang-
sung oleh Bunkenkanrikan yang berkedudukan di Kotamobagu.

Di tingkat desa, Keibodan ditugaskan untuk menjaga keamanan dalam desa
masing-masing di bawah pimpinan Sonco. Mereka dilatih dan dipersenjatai dengan
bambu runcing dan tugasnya ialah mengatasi kekacauan apabila terjadi dalam
desa. Selain itu mereka dijadikan sebagai penghubung antar desa dengan desa dan
antara desa dengan tingkat Fukugun, misalnya dengan mengantarkan surat-surat
kepala desa (Sonco). Jadi méreka juga bertugas sebagai sarana komunikasi di
samping tugasnya menjaga keamanan (Piet Manoppo, wawancara 16- 9-1979).

HEIHO.

Di tingkat nasional, pemberitahuan yang pertama tentang kesempatan menjadi
"serdadu pembantu® dikeluarkan antara bulan April - Mei 1943. Barisan Heiho ini
adalah semacam milisi Indonesia, tetapi dari lapisan masyarakat bawah. Barisan
Heiho dibentuk dan dibagi sesuai kesatuan tingkat kompi (tsutai) dan tingkat peleton
{sotai). Komandan di tingkat tsutai maupun sotai beserta stafnya adalah orang
Jepang sedangkan pasukannya terdiri dari orang Indonesia. Pakaian seragam,
tanda pangkat (beda dalam warna), gaji dan jaminan bagi Heiho, sama dengan
Hettai (perajurit Jepang). Hanya bagi Heiho tidak diberikan pakaian upacara militer.
Heiho dimasukkan sebagai bagian yang resmi dalam struktur organisasi angkatan
perang Jepang dan terdiri dari Kaigun Heiho dan Rikugun Heiho. (Sihombing,
1962).

Di daerah Sulawesi Utara, pemerintah pendudukan Jepang juga membentuk
barisan Heiho. Anggota-anggotanya dipilih di antara mereka yang dipercaya oleh
Jepang misalnya para anggota kepolisian. Sebagaimana diketahui, ketika Jepang
masuk maka semua anggota kepolisian Belanda di daerah ini langsung dijadikan
anggota kepolisian Jepang, kemudian juga dilatih pemuda-pemuda untuk dijadikan
polisi Jepang. Dari antara para anggota kepolisian itu, dipilihlah sejumiah orang
yang akan dilatih sebagai anggota Heiho. Mereka dikumpulkan di Manado dan
sekitar bulan Desember 1943 diangkut dengan kapal selam menuju ke-Surabaya
untuk menerima latihan di sana (Rotty, wawancara 20-9-1979).

Di daerah Gorontalo, pada tahap berikutnya diadakan pendaftaran pemuda-
pemuda yang akan dilatih sebagai anggota Heiho. Beberapa pemuda yang
didaftarkan itu antara lain dapat disebutkan yakni Hasan Bunga, Ishak Salola dan
Djamaluddin Sadikin. Mereka bersama-sama para pemuda lainnya dikirimkan ke
Makasar (sekarang Ujung Pandang) untuk menerima latihan Heiho di sana
(Rachman, wawancara 10-9-1979).
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Di daerah Sangir Talaud, diadakan juga pendaftaran pemuda-pemuda untuk
dididik sebagai anggota Heiho. Ketika Jepang menyerah, maka Belanda mendaf-
tarkan kembali para bekas Heiho di sana untuk dijadikan anggota tentara KNIL. Di
antara mereka itu yakni Sumurung, bekas kepala desa Soataloara di Tahuna. Juga
Ahmad Tompo yang sekarang sebagai Wakil Ketua DPRD-Il Sangir Talaud. Para
pimpinan Heiho waktu itu antaranya bernama Sinsuw, Lahunduitan dan lain-lain
(Madonsa, wawancara 18-9-1979 ; Tompo, wawancara 14-9-1979).

PPI (PASUKAN PEMUDA INDONES!A).

Sejak September 1944, Minahasa mendapat giliran pemboman oleh pesawat-
pesawat Sekutu, sehingga sebagian besar kota terutama Mariado mengalami
kerusakan berat. Akibatnya maka pusat pemerintahan Menado Syu dipindahkan
dari Manado ke Tondano di pedalaman. Markas Besar tentara Jepang dipindahkan
pula ke sana dan ditempatkan di Tonsealama (dekat dengan Tondano).

Tapi tanggal 10 Pebruari 1945, kota Tondano mendapat pula giliran serangan
Sskutu di mana antara lain gedung gereja GMIM Tondano hancur. Serangan dan
kehancuran yang dialami Jepang menyebabkan mereka semakin berusaha men-
dekati rakyat agar mau mendampingi mereka dalam peperangannya melawan
Sekutu.

Untuk menjdjaki kemungkinan ikut sertanya rakyat terutama pemuda di Mina-
hasa dengan rencana mereka mengarahkan tenaga menghadapi Sekutu itu, maka
pemeriniah pendudukan di Minahasz mengundang beberapa tokoh pemuda untuk
mengadakan pertemuan. Pimpinan pertemuan itui alah Yonomura yang bertindak
mewakili pemerintah pendudukan. Para pemuda di Minahasa diwakili oleh Henky
M.L. Legoh, Andie Masengi, Victor Adam, Kayang Gosal dan beberapa tokoh pe-
muda lainnya. Pertemuan itu diadakan 15 Pebruari 1845 di Sereian Tondano.

Dalam pertemuan itu lahirlah kata sepakat dimana para pemuda Indonesia
bersedia ikut seria membantu Jepang menyusun kekuatan untuk mslawan Sekutu.
Para pemuda indonesia itu akan diorganisic dalam suatu barizsan semi militer yang
disebut Pasukan Pemuda Indonesia (PPI). Disetujui oieh kecua belah pihak bahwa
semua barisan yang dibentuk oleh Jepang seiama ini, akan dileburkan ke dalam
PPI. Barisan-barisan dimaksud adalah Seinendan, Keibodan, Kai In Yooseiso, Mi
Hari In, Kaigun Heiho, Rikugun Heiho dan lainnya, semuanya akan dilebur dan
menjadi Pasukan Pemuda Indonesia. Dengan demikian pada pertemuan itu, lahirlah
suatu organisasi semi militer yang terdiri dari pemuda-pemuda, baik yang besium
maupun yang sudah pernah menerima latinan militer dari Jepang. Direncanakan
juga akan menggabungkan para pegawai Indonesia yang sementara bekerja pada
instansi-instansi pemerintah penduduk (Legoh, 1973), Namun sampai beberapa
bulan kemudian, tindak lanjut kegiatan dalam rangka PPi tidak permnah terdengar.
Kegiatan PPl kemudian muncul lagi seielah Proklamasi Kemerdekaan indonesia.

BOO EI TEISINTAI

Maksud Jepang dengan membentuk PP| rupanya adalah untuk mengetahui
apakah para pemuda Indonesia bersedia bekerjasama dengan mereka untuk
memerangi pihak Sekutu. Oleh karena itu tindak lanjut peleburan semua organisasi



yang dibentuknya (Seinendan, Keibodan dan lain-lain) tidak segera dilaksanakan
sesuai janjinya dalam pertemuan 15 Pebruari 1945 itu.

Beberapa bulan kemudian, Jepang secara sepihak membentuk satu orgam-
sasi pemuda yang baru yang dinamakan Boo Ei Teisintai. Kedalam barisan semi
militer ini, akan digabungkan semua organisasi yang dahulunya sesuai rencana dan
janji mereka, akan digabungkan ke dalam PPl. Dengan demikian maka dapatiah
dianggap bahwa Boo Ei Teisintai ini adalah penjelmaan kerjasama antara Jepang
dengan rakyat/pemuda untuk bahu membahu melawan Sekutu.

Organisasi semi militer Boo Ei Teisintai ini dibentuk kira-kira pada pertengahan
tahun 1945 di Tondano. Yang- menjadi Komandan (Daidanco) ialah Wangko F.
Sumanti yang diangkat oleh Jepang. Sebagai suatu pasukan, maka Markas dari
Boo Ei Teisintai berkedudukan di Tondanc. Dalam tahap pertama dileburkan
Seinendan, Keibodan, Kai In Yooseiso dan Mi Hari In. Untuk tahap kedua sesuai
rencana akan dileburkan Kaigun Heiho dan Rikugun Heiho lengkap dengan
persenjataannya, yang berada di bawah komandan Laksamana Muda K. Hamanaka
dengan Kepala Stafnya Letnan Kolonel Takasaki. Tapi ternyata kemudian bahwa
pelebuan tahap kedua tidak dapat dilaksanakan sampai Jepang menyerah kalah.
Organisasi Fujinkai (Wanita-wanita) tidak dimasukkan ke dalam rencana peleburan
tahap pertama dan kedua di atas. Para anggota pasukan yang tergabung dalam
Boo Ei Teisintai ini menerima latihan kemiliteran yang keras sekali dari para instruk:
tur Jepang. (Wowor, 1977, Sompie 1979).

PASUKAN PTA (PEMBELA TANAH AIR)

Sejak dileburnya semua barisan yang dibentuk oleh Jepang ke dalam Boo Ei
Teisintai, maka para anggotanya memperoleh latihan militer yang intensip dari
Jepang. Kepada mereka dijanjikan senjata-senjata untuk dipergunakan melawan
Sekutu bersama-sama tentara Jepang yang memper- tahankan wilayah Menado
Syu (Bekas Keresidenan Manado). Namun sayang sekali rencana Jepang itu tidak
dapat terlaksana karena didahului oleh penyerahannya kepada Sekutu 14 Agustus
1945,

Setelah mengetahui bahwa pemerintahnya telah menyerah, maka Laksamana
Muda K. Hamanaka selaku Menado Syuciji sekaligus sebagai Panglima tentara
Jepang di wilayah ini, segera mengatur rencana penyerahan pemerintahan sipil dan
kekuatan militer kepada rakyat indonesia. Pemerintahan sipil penyerahannya sudah
dilakukan di Tondano tanggal 21 Agustus 1945 dan dua hari kemudian diserahkan
kekuatan-kekuatan militer, yang kesemuanya dilakukan dalam suatu upacara.

Untuk menerima penyerahan kekuatan militer maka Jepang secara tergesa-
gesa membentuk suatu pasukan yang dinamakannya Pasukan Pembela Tanah Air
(Pasukan PTA). Panjinya sama dengan bendera Merah Putih dan bergambar
seekor banteng menyeruduk dan bertulisan PTA di sudut kanan atas. Pasukan ini
adalah pengganti Boo Ei Teisintai yang dipimpin oleh Daidanco W.F. Sumanti.
Dengan terbentuknya Pasukan PTA maka W.F. Sumanti diganti oleh P.A. Tiendas
dengan jabatan Hulubalang Besar Pasukan PTA, dibantu oleh seorang Pembantu
Utama Hulubalang (kira-kira setingkat Kepala Staf), yang namanya tak diketahui
lagi.
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Dalam upacara tanggal 23 Agustus 1945 yang diadakan di Tondano, Panglima
tentera Jepang yang diwakili oleh Letnan Kolonel Takasaki selaku kepala Staf,
menyerahkanpanji dari Pasukan PTA kepada Hulubalang Besar P.A. Tiendas.
Dengan upacara itu maka resmilah didirkan Pasukan PTA di mana sebagai
pemimpin militer maka P.A. Tiendas tidak diangkat oleh Jepang tetapi oleh
pemerintah sipil yang sudah mulai memerintah 21 Agustus 1845 di bawah Residen
E.H.W. Pelengkahu. Hulubalang Besar P.A. Tiendas ini memiliki staf yang terdiri
dari beberapa perwira Indonesia, antaranya G.E. Dauhan, yang menangani urusan-
wrusan politik dari pasukan itu (Sompie, 1979).

Bersamaan dengan upacara penyerahan milter tersebut, didirikan pula di
Tondano sebuah Akademi Militer sebagai wadah pendidikan perwira-perwira untuk
Pasukan PTA. Pimpinan Akadefi Militer Tondano itu ialah W.F. Sumanti dengan
kedudukan selaku Direktur Akademi. Kepala Staf Akademi itu ialah Inspektur Polisi
Samsuri sedangkan Kepala Adnministrasi ialah K.H.E. Sompie. Para instruktur terdiri
dari orang Indonesia dan orang Jepang. Para pengajar/instruktur Indonesia antara
lain Hidajat SH, dr. R.C.LL Senduk, O.H. Pantouw, G.E. Dauhan, E.D. Johannes SH
dan lain-lain (Wowor, 1977 ). Dapat ditambahkan bahwa para pengajarfinstruktur
Indonesia di atas semuanya adalah tokoh-tokoh nasionalis yang kemudian meme-
gang peranan besar dalam perjuangan menghadapi Belanda yang kembali untuk
menjajah wilayah "ini. Namun disayangkan bahwa baik Pasukan PTA maupun
Akademi Militer Tondano ini, hanya dapat aktip kira-kira sebulan szja berhubung
diinstruksikan untuk dibubarkan oleh Laksamana Muda K. Hamanaka sepulangnya
dari Morotai untuk menghadap Panglima Tentara Sekutu yang akan menerima
penyerahan wilayah Keresidenan Manado dari tangan Jepang.

6. PENGERAHAN ROMUSYA

Di tingkat nasional, pengerahan tenaga Romusya dimulai sekitar tahun 1943.
Untuk mengkordinir urusan romusya maka Departemen Dalam Negeri (Naimubu) di
Jakarta, membentuk dinas tersendiri yang disebut Romukyoku. Pada mulanya
pengerahen romusya dilakukan secara sukarela ietapi karena rakyat mulai menge-
tahui pengalaman dan penderitaan mereka yang sudah lebih dahulu masuk romu-
sya, maka kemudian pengerahannya dilakukan secara paksa melalui jalur peme-
rintahan sipil yang ada. Untuk menutupi penderitaan para romusya maka Jepang
menyebut mereka sebagal "perajurk ekcnomi® stau "pahlawan-pahlawan® yang
menjalankan "kewajiban suci® terhadap usaha peperangan melawan Sekutu (Si
hombing, 1962 ).

Di daerah Sulawesi Utara, [ >merintah pendudukan juga mengerahkan tenaga-
tenaga sukarela untuk membangun atau menyelesaikan obyek-obyek militer dan
obyek-obyek vital lainnya untuk kepentingan pertahanan. Di Minahasa, lapangan
terbang Mapanget (sekarang lapangan terbang Sam Ratulangl) yang sudah dimulal
pembuatannya sejak zaman Belanda, dilanjutkan oleh Jepang dengan mengerah-
kan tenaga-tenaga sukarela. Pengerahan tenaga sukarela ala romusya ini di
Minahasa disebut "giliran®, maksudnya para pekerja dikerahkan dari desa-desa se-
cara bergilir mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Jepang.
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Selain lapangan terbang Mapanget, juga romusya dikerahkan untuk melanjut-
kan pembuatan lapangan terbang Kalawiran dekat danau Tondano, tidak jauh
letaknya dengan Pangkalan Air Tasuka di danau itu. Juga romusya dikerahkan
untuk membuat lapangan terbang baru yaitu lapangan terbang Tawaang di
kecamatan Tenga’' sekarang ini. Selain itu dikerahkan juga untuk meneruskan
penyelesaian PLTA Tonsealama, termasuk lobang-lobang perlindungan bawah
bukit untuk tempat berlindung sekaligus gudang makanan dan mesiu. Lobang
perlindungan bawah bukit tersebar di mana-mana di seluruh Minahasa, antaranya
dijumpai di Manado, Tonsealama, Tomohon dan Kawangkoan.

Untuk melaksanakan tugas romusya (giliran) ini, maka rakyat dikerahkan desa
demi desa dan disatukan dalam kelompok distrik di tempat melakukan pekerjaan.
Setiap kelompok waijib tinggal di lokasi selama sebulan dan diatur bergilir untuk
bekerja siang malam. Sesudah itu mereka dapat kembali ke desa asalnya untuk
diganti dengan kelompok yang lain. . Pada mulanya, bahan makanan untuk
kelompok disediakan oleh Jepang tetapi kemudian harus diusahakan sendiri dalam
hal ini harus disediakan oleh penduduk desa dari mana kelompok itu berasal. Selain
tenaga manusia, ufituk pekerjaan giliran atau romusya #tu, dikerahkan juga gerobak,
dan pedati lengkap dengan sapi atau kudanya. Romusya dikerahkan juga untuk
membuat garam di pantai-pantai sekitar Minahasa. Karena beratnya pekerjaan dan
kurangnya jaminan hidup, maka banyaklah di antara para romusya itu yang men-
derita sakit bahkan meninggal dunia di tempat bekerja (Palit, 1978).

Di daerah Bolaang Mongondow, pengerahan romusya dilakukan untuk
mengerjakan jalan, kebun kapas dan yute termasuk dipekerjakan di kebun bahan-
bahan obat di sana. Rakyat dikerahkan perkelompok desa masing-masing dan
langsung dipimpin oleh para anggota Seinendan atau Kaibodan yang berasal dari
desa bersangkutan. Pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan di atas diawasi dengan
kerasnya oleh anggota-anggota Kempetai dan Tokeitai. Bagi yang lalai atau me-
" nolak bekerja maka ditindaki dengan kejam oleh orang-orang Jepang itu. Penge-
rahan. tenaga romusya ini lamanya antara seminggu sampai sebulan dengan
memperoleh upah hanya sebesar lima yen.

Pemerintah pendudukan di Bolaang Mongondow diserahkan tugas untuk
membuat jalan yang menghubungkan Minahasa dengan daerah Gorontalo melalui
daerah Bolaang Mongondow. Jalan ini berfungsi sebagai sarana untuk kelancaran
lalp lintas pasukan dan perbekalan militer antara Manado dan Gorontalo lewat
Kotamobagu dan pesisir Utara Bolaang Mongondow. Untuk itu maka rakyat Bolaang
Mongondow dikerahkan sebagai romusya dan bekerja hanya dalam batas wilayah
kerajaan masing-masing, sampai ke perbatasan dengan daerah Gorontalo yaitu di
sungai Ayong dan sungai Kayuogu. Untuk jalan yang di daerah Gorontalo, di-
kerjakan oleh romusya yang dikerahkan Jepang di sana ditambah yang asal dari
Buol dan Toli-toli. Jalan darat di Gorontalo itu melalui lapangan terbang di Isimu
(Tolotio) sampai ke kota Gorontalo.

Tanggung jawab pelaksanaan pembuatan jalan di Bolaang Mongondow ber-
ada di tangan Dobobu (urusan pekerjaan umum) di Kotamobagu. Dengan selesal-
nya jalan yang menghubungkan Minahasa dan Gorontalo melalui Bolaang
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Mongondow di tahun 1944, maka gerakan-gerakan pasukan dan perbekalan militer
menjadi lancar. Di daerah ini merupakan tempat peristirahatan bagi pasukan yang
menuju maupun dari Minahasa, antaranya mereka beristirahat/singgah di Kotamo-
bagu, Inobonto, Bintauna, Bolaang Itang dan Boroko. Di tempat-lempat itu, sesuai
perintah, para anggota Seinendan dan keibodan mengerahkan tenaga romusya
untuk menjamin perbekalan tentara dan mengangkut akan perlengkapan militer
mereka selama mereka di sana sampai berangkat ke tempat tujuannyg (R.M.
Datunsolang, wawancara 13-9-1979).

Para romusya dikerahkan juga untuk bekerja di perkebunan-perkebunan
kapas dan yute yang ada di Bolaang Mongondow. Mereka dipimpin oleh orang-
orang Jepang yang bekerja untuk Nantaku. Selain kebun kapas dan yute, Nantaku
membuka kebun obat-obatan dengan mengerahkan tenaga romusya. Di kebun
obat-obatan itu ditanam berjenis-jenis tanaman bahan obat seperti tali pahit, rumput
dukung anak, mayong benua, sambilato, kaki kuda, kayu kita (kayu telur) dan se-
bagainya. Beberapa orang Jepang dari Nantaku yang terkenal kejam antara lain
bernama Hatori, Maeda, Cukuda, Marukawa (Tunggali, wawancara 17-9-1979).
Beberapa anggota Tokeitai dan Kempeitai yang terkenal kejam dalam pengerahan
romusya antara lain : Takamoto, Takasi, Fuisaiki dan lain-lain (R.M. Datunsolang
wawancara 13-9-1979 ; Tunggali, wawancara 17-9-1979).

Di daerah Gorontalo, pengerahan romusya dilakukan untuk mengerjakan
lapangan terbang Tolotio dan jalan yang ada di sana. Pada mulanya pengerahan
dilakukan secara sukarela yang diambil dari para petani di desa-desa. Hal ini
dengan mudah dilakukan berhubung rakyat masih terpengaruh akan propaganda
Jepang untuk meciptakan "Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya".

Lama kelamaan pengerahan dilakukan secara paksa di mana bagi mereka
yang membangkang diberikan hukuman yang amat berat. Pengerahan tenaga
romusya tidak saja terbatas bagi pria dewasa, tetapi juga diharuskan bagi kaum
wanita apalagi para pemuda di sana. Karena para petani pada umumnya diwajibkan
melaksanakan romusya, maka hal itu amat besar pengaruhnya dalam produksi
pertanian. Oleh karena itu di Gorontalo pada masa itu, mengakibatkan penderitaan
yang hebat di kalangan rakyat terutama petani, yang di samping bekerja mengolah
tanah-tanah pertanian, wajib juga bekerja sebagai romusya.

Sama halnya dengan di daerah lainnya, pemerintah pendudukan juga menge-
rahkan tenaga rakyat dalam bentuk romusya yang dipilih dari desa-desa di sana.
Mereka diangkut ke luar daerah Sangir Talaud dan dibawa ke Labuhan Uki (Bola-
ang Mongondow), ke Banggai (Sulawesi Tengah dan ke Kao (Halmahera-Maluku
Utara). Sebagian lagi dipekerjakan untuk kepentingan Jepang di dalam daerah
sendiri seperti membuat tempat-tempat perlindungan/pertahanan termasuk menger-
jakan ladang untuk produksi bahan makanan tentara. Para romusya ini umumnya
sangat menderita di tempat di mana mereka bekerja, karena selain tidak diper-
hatikan soal jaminan hidup dan jaminan kesehatan, juga diperlakukan secara kejam
sekali. Banyak di antara mereka yang menemui ajal di tempat bekerja dan tidak
pemah kembali lagi.

Akibat menerima perlakuan yang amat kejam ditambah kekurangan jaminan
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hidup dan jaminan kesehatan, maka di antara para romusya ftu banyak yang ber-
usaha dan berhasil melarikan diri dari tempat bekerja. Yang dari luar daerah ber-
hasil meloloskan diri dan kembali ke Sangir Talaud dengan naik perahu. Mereka
kemudian menceriterakan Pengalaman pahit dan mengerikan yang dialami selama
dikerahkan sebagai romusya oleh Jepang dan mengajak rakyat yang ada untuk
memberontak terhadap Jepang.

Sehubungan dengan larinya para romusya di atas, maka pada masa itu lahir-
lah jenis tarian rakyat yang dinamakan “tari ampa wayer*. Tarian ini digubah ber-
dasarkan ceritera para romusya itu yaitu ceritera temtang pengalaman yang menye-
dihkan ketika di tempat kerja mendapat serangan pesawat-pesawat pembom
bermesin empat (B-29) milik Sekutu. Ceritera disampaikan sambil meniru-niru gerak
gerik pesawal yang menukik atau oleng ke kiri dan ke kanan, dalam usaha
mencapai sasaran bom yang tepat. Dari ceritera dan gerakan-gerakan pesawat
tersebut, diciptakaniah tari ampa wayer seperti sudah disampaikan di atas. Tarian
ini kemudian menjadi populer di kalangan rakyat di masa Jepang bahkan sejak itu
dipertandingkan oleh anak-anak sekolah, pemuda-pemudi maupun masyarakat
umumnya sampai sekarang (Madonsa, wawancara 16-9-1979).

Kekejaman demi kekejaman yang dilakukan oleh Jepang di daerah Sangir
Talaud ini, semakin menimbulkan rasa kebencian dan dibalik tu semakin mem-
pertebal rasa persatuan, patriotisme dan nasionalisme di kalangan rakyat.
Perlawanan yang dikobarkan rakyat Makalehi pimpinan Salmon Labaeng misalnya,
dapat dikemukakan sebagai contoh bangkitnya persatuan, patriotisme dan nasio-
nalisme melawan Jepang. Karena melihat bahwa kedudukan mereka di kalangan
rakyat semakin lama semakin berbahaya, maka untuk menghindarkan balas
dendam, banyak di anfara orang-orang Jepang itu yang melarikan diri baik secara
diam-diam maupun secara terang-terangan ke luar dari daerah Sangir Talaud. Ada
yang terang-terangan lari dengan perahu ke Manado atau ke daerah lain (Bolaang
Mongondow, Sulawesi Tengah dan lain-lain), dan ada pula yang diam-diam
berangkat ke Philipina atau langsung kembali ke Jepang (Makahanap, wawancara
18-9-1979).

7. ORGANISAS| KEWANITAAN (FUJINKALI)

Pada tingkat nasional, Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943. Batas umur
terendah untuk jadi anggota barisan Fujinkai adalah 15 tahun dan tidak ada batas
maksimum. Tujuannya adalah "membantu balatentara Jepang dengan usaha-usaha
yang sesuai dengan kedudukan wanita penduduk aslj serta mempertinggi derajat
kesusilaan wanita".-Perincian tugas Fujinkai yakni :

a Mengutamakan kesederhanaan dan berusaha saling latih-melatih sambil mem-
pertinggi derajat kesusilaan wanita;

b. Mengadakan Zigyobu atau bagian usaha yang permanen atau darurat sifatnya,
untuk menjalankan pekerjaan yang perlu dalam lapangan memperbaiki peng-
hidupan di belakang garis peperangan dan dalam lapangan usaha menabung,
pendidikan, keselamatan umum dan kesehatan;

c. Memajukan "kesehatan tubuh dengan jalan mengadakan pidato-pidato pada

' rapat-rapat tentang ilmu tubuh manusia, kesehatan dan makanan;



d. Menanam keinsafan kewajiban wanita dalam usaha penjagaan negeri di waktu
peperangan, terutama tentang memberi penerangan pertolongan pertama de-
ngan jalan mengadakan pidato-pidato atau mendirikan kursus-kursus, serta
merapatkan perhubungan dengan Seinendan dan Keibodan;

e. . Mengadakan hubungan yang rapat dengan sekolah-sekolah dan menegaskan
pidato-pidato dan latihan tentang pendidikan yang harus diberikan kepada
anak-anak dan murid di luar sekolah dan dalam rumah tangga (Sihombing
1962).

Di wilayah Menado Syu (Keresidenan Manado), pembentukan organisasi
wanita yang disebut Fujinkal itu, dilaksanakan juga di desa-desa yang ada di sana.
Para wanita didaftarkan lalu dilatih dalam tugas-tugas tertentu sesuai harkatnya
sebagai wanita. Di tingkat desd, anggota-anggota Fujinkai dikoordinir dan dipimpin
oleh kepala desa (Sonco) yang bersangkutan, 'sama halnya dengan Barisan
Seinendan. Anggota Fujinkai disini tidak diberikan latihan kemiliteran seperti halnya
dengan para anggota Seinendan, Keibodan dan sebagainya. Oleh karena itu maka
Jepang tidak memasukkan Fujinkai sebagai organisasi yang sedianya akan
dileburkan ke dalam PPI, Boo Ei Teisintai ataupun Pasukan PTA

8. KOMITE TENAGA RAK